
SULTENG RAYA  – 
Angka kecelakaan lalu 
lintas di Kabupaten Pa-
rigi Moutong sepanjang 
tahun 2025 menyisakan 
duka. Sedikitnya 72 orang 
meninggal dunia akibat 
kecelakaan di jalan raya, 
meningkat sekitar sembi-
lan persen dibandingkan 
tahun 2024 yang mencatat 
66 korban jiwa.

Data tersebut disam-
paikan Kapolres Parigi 
Moutong, AKBP Dr. Hen-
drawan A.N., S.I.K., M.H. 
saat konferensi pers pen-
gungkapan kasus sepan-
jang tahun 2025 di Mako 
Polres Parigi Moutong, 
Rabu (31/12/2025).

“Angka fatalitas kecela-
kaan masih menjadi per-
hatian serius. Meski jumlah 
kasus menurun, namun 
korban meninggal dunia 
justru mengalami pening-
katan,”  ungkap Kapolres.

Selain korban meninggal, 
jumlah korban luka berat 
juga mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2024 tercatat 79 
orang, sementara di tahun 
2025 meningkat menjadi 
81 orang atau naik tiga 
persen. Sebaliknya, kor-
ban luka ringan menurun 
dari 139 orang pada 2024 
menjadi 130 orang di tahun 
2025.
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

SEPANJANG 2025

Lakalantas di Parigi 
Moutong Renggut

72 Nyawa

Pemkab Donggala 
Kumpulkan Donasi
Rp300 Juta untuk 
Bencana Sumatra
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Tarif Listrik Triwulan I 2026 Tidak Naik, PLN Jaga 
Keandalan dan Kualitas Layanan

SULTENG RAYA – Di penghujung akhir 
tahun 2025, Gubernur Anwar Hafid bersa-

ma Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido 
secara resmi meresmikan Command Center 

layanan BERANI Samporoa Provinsi Sula-
wesi Tengah, Rabu malam (31/12/2025).

Pemprov Sulteng Salurkan Bantuan 12 
Ambulans untuk Rumah Ibadah

Kemenkum Sulteng Kawal Pendaftaran 
Kekayaan Intelektual IG Kopi Arabika Dombu 

Baca PEMKAB Hal. 7

Baca TARIF Hal. 7

Baca KEMENKUM Hal. 7

Baca LAKALANTAS Hal. 7

Peresmian yang berlangs-
ung di lantai III Kantor Gu-
bernur Sulawesi Tengah 
tersebut menjadi tonggak 
penting transformasi digital 
pelayanan publik, sekaligus 
wujud komitmen Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Ten-
gah dalam menghadirkan 
layanan yang lebih cepat, 
responsif, dan transparan 
bagi masyarakat.

Gubernur dan Wakil Gu-
bernur didampingi Sekre-
taris Daerah Provinsi Sula-
wesi Tengah Novalina serta 
Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika, Persandian, 
dan Statistik (Diskominfo 
Sulteng) Suandi, bersama 
sejumlah kepala OPD ling-

kup Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah.

Command Center BE-
RANI Samporoa berfungsi 
sebagai pusat pengelolaan 
laporan dan aduan masya-
rakat berbasis sistem digital. 
Setiap laporan yang masuk 
akan dikelola oleh operator 
Command Center dan dibe-
rikan nomor tiket, sehingga 
seluruh proses penanganan 
dapat dipantau secara real 
time.

Operator akan membe-
rikan respons awal kepa-
da masyarakat. Apabila 
laporan dapat diselesaikan 
langsung, maka akan di-

PERESMIAN Command Center layanan BERANI Samporoa Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu malam (31/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA  - Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
menyalurkan bantuan 12 
unit mobil ambulans untuk 
sejumlah rumah ibadah dan 
yayasan keagamaan.

“Kita ingin pelayanan 
kesehatan semakin mak-
simal. Bukan hanya gratis 
berobat, tetapi juga mudah 
mengakses layanan. Dengan 
ambulans ini, masyarakat ti-
dak lagi kesulitan saat harus 
dirujuk atau dalam kondisi 
darurat,” kata Gubernur 
Sulteng Anwar Hafid di 
Palu, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa 
pengelolaan operasional am-
bulans sepenuhnya berada 
di tangan masing-masing 
penerima. Namun, ia me-
minta agar penerima tetap 

mengutamakan prinsip ke-
manusiaan dan tidak mem-
beratkan masyarakat yang 
membutuhkan layanan.

“Yang penting jangan ter-
lalu membebani masyarakat. 
Operasional seperti BBM 
tentu perlu biaya, tetapi har-
us diatur secara bijak agar 
tetap terjangkau,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran 
ambulans itu bertujuan 
memperluas akses layanan 
kesehatan, khususnya bagi 
masyarakat di desa-desa 
dan wilayah terpencil. Ia me-
nekankan bahwa Program 
Berani Sehat tidak hanya 
menghadirkan pengobatan 
gratis, tetapi juga memasti-
kan masyarakat mempero-
leh kemudahan transportasi 

GUBERNUR SULTENG Anwar Hafid bersama penerima bantuan ambulans di Kota Palu, Rabu (31/12/2025). 
FOTO:  ANTARA/HUMAS PEMPROV SULTENG

PERKUAT PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

Gubernur Anwar Hafid Resmikan 
Command Center BERANI Samporoa

SULTENG RAYA - Kan-
tor Wilayah Kementerian 
Hukum Sulawesi Tengah 
(Kemenkum Sulteng) men-
gawal proses pendaftaran 
kekayaan intelektual Indi-
kasi Geografis (IG) Kopi 
Arabika Dombu Sigi.

Kepala Kantor Wilayah 
Kemenkum Sulteng Rak-

hmat Renaldy dalam kete-
rangannya di Palu, Jumat, 
menyampaikan bahwa Kopi 
Arabika Dombu Sigi di Ka-
bupaten Sigi memiliki po-
tensi besar menjadi ikon eko-
nomi baru Sulawesi Tengah.

“Kopi Arabika Dombu 
Sigi bukan hanya produk 
pertanian, tetapi identitas 

geografis yang mencermin-
kan karakter masyarakat 
dan potensi daerah. Melalui 
Indikasi Geografis, nilai 
tambahnya dapat meningkat 
dan memberikan kesejah-
teraan lebih bagi petani,” 
ujarnya.

Rakhmat Renaldy

KEHADIRAN energi listrik yang  andal dan terjangkau berdampak positif bagi daya beli masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi. FOTO: PLN

SULTENG RAYA - PT 
PLN (Persero) mendukung 
penuh keputusan Pemer-
intah melalui Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) yang me-
netapkan tarif listrik pada 
Triwulan I (Januari–Maret) 
2026 tidak mengalami ke-
naikan.

Perseroan juga menegas-
kan dukungan tersebut me-
lalui komitmen untuk terus 
menjaga keandalan dan 
kualitas layanan kelistrikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Di-
rektur Jenderal Ketenagalis-
trikan Kementerian ESDM, 
Tri Winarno menjelaskan 
bahwa sesuai Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Tarif 
Tenaga Listrik yang Disedia-
kan oleh PT PLN (Persero), 
penyesuaian tarif tenaga lis-
trik bagi pelanggan non-sub-
sidi dilakukan setiap tiga 

bulan dengan mengacu pada 
perubahan realisasi parame-
ter ekonomi makro, meliputi 
kurs, Indonesian Crude Pri-
ce (ICP), inflasi, dan Harga 
Batubara Acuan (HBA).

“Berdasarkan perhitun-
gan parameter tersebut, 
secara formula tarif tenaga 
listrik berpotensi menga-
lami perubahan. Namun 
untuk menjaga daya beli 
masyarakat, Pemerintah 
memutuskan tarif tenaga 
listrik Triwulan I Tahun 2026 
tetap atau tidak mengalami 
perubahan,” jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menyam-
paikan bahwa tarif tenaga 
listrik bagi 25 golongan pe-
langgan tidak mengalami 
perubahan, dengan subsidi 
listrik tetap diberikan. Ke-
bijakan ini memberi ruang 
bagi masyarakat dan Usaha 

BUPATI DONGGALA Vera Elena Laruni (dua dari kiri) bersama 
Kapolres Donggala dan unsur Forkopimda lainnya melakukan doa 
bersama sekaligus menggalang donasi untuk korban bencana di 
Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada perayaan malam 
tahun baru 2026. FOTO: ANTARA/PEMKAB DONGGALA

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten Dong-
gala, berhasil menghimpun 
Rp300 juta donasi aparatur 
sipil negara (ASN) dalam 
rangkaian perayaan malam 
tahun baru 2026 untuk 
diserahkan kepada masy-
arakat terdampak bencana 
di Sumatra.

Bupati Donggala Vera 
Elena Laruni mengatakan 
pentingnya solidaritas an-
tarsesama khususnya bagi 
masyarakat yang sedang 

tertimpa bencana seperti 
Aceh, Sumatera Utara, dan 
Sumatera Barat.

“Tentunya sol idari-
tas antarsesama manu-
sia sangat penting untuk 
saudara-saudara kita di 
Aceh, Sumatera Utara, 
dan Sumatera Barat, apa-
lagi saat Sulawesi Tengah 
khususnya Pasigala dilan-
da bencana gempa bumi 
dan likuifaksi 2018 silam 

IPTU Dwiwahyu Sagita Ramadhan
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SULTENG RAYA – Berdasarkan 
data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 
Polres Sigi, sepanjang tahun 2025, 
telah terjadi kasus kecelakaan laku 
lintas (laka lantas) sebanyak 83 kasus. 
Jumlah ini mengalami peningkatan, 
jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya (2024), yakni 77 kasus 
laka lantas. 

Kapolres Sigi, AKBP Kari Amsah 
Ritonga mengatakan, dari jumlah 
kasus laka lantas itu, yang berhasil 
diselesaikan sebanyak 73 kasus (87 
persen). Dia melanjutkan, berdasar-
kan lokasi kejadian, lokasi rawan 

kecelakaan terbanyak berada di ruas 
Jalan Desa Lolu yakni terjadi 10 TKP 
(tempat kejadian perkara) dan Desa 
Kalukubula terjadi 9 TKP, Kecamatan 
Sigi Biromaru. 

“Data ini menjadi bahan evaluasi 
untuk meningkatkan upaya pencega-
han, pengaturan, dan edukasi kese-
lamatan berlalu lintas, serta menjadi 
dasar perumusan langkah preventif 
ke depan,” kata kapolres.

Kapolres Sigi menyampaikan apre-
siasi kepada seluruh personel Polres 
Sigi dan Polsek jajaran, pemerintah 
daerah, TNI, serta masyarakat atas 

sinergi selama 2025. Ia menegaskan 
komitmen Polres Sigi untuk terus 
berbenah dan meningkatkan kualitas 
pelayanan pada tahun 2026.

Dia juga tak lupa mengimbau 
kepada masyarakat, agar senantiasa 
menjaga ketertiban saat berkendara, 
melengkapi peralatan kendaraan 
seperti kaca spion, surat-surat ken-
daraan dan penggunaan helem SNI.

“Kita harapkan tingginya angka 
laka lantas menjadi perhatian kita 
semua, demi meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam mewujudkan Kam-
seltibcar lantas,” tutup kapolres. AMR

PERSONEL Sat Lantas Polres Sigi, saat melaksanakan patroli blue light, guna mengantisipasi balapan liar pada malam hari dan 
pengaturan arus lalu lintas, beberapa waktu lalu. FOTO: SATLANTAS SIGI

SULTENG RAYA – Mengawali 
tahun baru 2026, Polsek Ulubongka 
bergerak memastikan keamanan 
wilayah melalui patroli dialogis, 
Kamis (1/1/2026) pagi. Personel 
Polsek menyisir sejumlah titik 
keramaian, dengan fokus utama 
di objek wisata air panas Desa 
Marowo, Kecamatan Ulubongka, 
Kabupatena Tojo Una-una (Touna).

Kegiatan yang berlangsung mu-
lai pukul 09.30 Wita ini dikawal 
langsung dua personel, Aipda 
Jubrin Supu dan Bripka Rianto. 
Selain memantau situasi keamanan, 
petugas secara aktif berinteraksi 
dengan pengunjung dan warga 
setempat untuk menyampaikan 
pesan-pesan kamtibmas.

Dalam keterangannya, Kapolsek 
Ulubongka, Iptu Muhajir Wonti 
menegaskan kehadiran polisi di 
tengah masyarakat, khususnya di 
lokasi wisata, bertujuan untuk men-

ciptakan rasa aman serta menekan 
potensi tindak kriminalitas.

“Kami menginstruksikan ang-
gota untuk memberikan imbauan 
langsung kepada pengunjung di 
wisata air panas Marowo. Fokus 
kami adalah memastikan warga 
tetap waspada dan bersama-sama 
menjaga ketertiban,”ujar Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolsek meminta 
warga diminta menjauhi segala 
bentuk tindakan melanggar hukum 
yang dapat mengganggu stabilitas 
keamanan dan berperan serta 
menjaga lingkungan masing-ma-
sing demi terciptanya situasi yang 
kondusif.

“Melalui patroli dialogis yang 
intensif seperti ini, kami berharap 
dapat meminimalisir niat maupun 
kesempatan bagi pelaku kejahatan. 
Lapor ke Polsek Ulubongka jika 
melihat atau mengalami gangguan 
keamanan,” tutupnya. AMR

SULTENG RAYA - Curah hujan 
yang tinggi mengakibatkan material 
tanah dan batu menutupi badan Jalan 
Trans Poros Palu-Tolitoli, tepatnya di 
Dusun IV Desa Sabang, Kecamatan 
Dampelas, Kabupaten Donggala. 

Menindaklanjuti kondisi ter-
sebut, yang terjadi pada Selasa 
(30/12/2025), keesokan harinya 
Rabu (31/12/2025) Polsek Dampe-
las Sojol (Damsol) bersama instan-
si terkait melaksanakan kegiatan 
pembersihan material longsor, guna 
memulihkan akses lalu lintas yang 
sempat terganggu.

“Dalam proses pembersihan, di-
turunkan satu unit alat berat berupa 
excavator mini untuk mempermudah 
pengangkatan material tanah dan 
batu yang menutupi badan jalan,” 

kata Kapolsek Damsol, Iptu Edi Su-
silo, Jumat (1/1/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai 
upaya cepat Polri dalam memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat, 
khususnya pengguna jalan Trans 
Palu–Tolitoli yang merupakan jalur 
vital penghubung antarwilayah.

Selama kegiatan berlangsung, 
personel Polsek Damsol diterjunkan 
untuk melaksanakan pengaturan lalu 
lintas di sekitar lokasi kejadian.

Pengaturan ini dilakukan untuk 
menjaga keselamatan para pengen-
dara yang melintas serta menghinda-
ri kemacetan di jalur trans tersebut. 

Berkat kerja sama dan respons ce-
pat di lapangan, proses pembersihan 
material longsor dapat teratasi. Saat 
ini, badan jalan yang sebelumnya 

tertimbun material tanah dan batu 
sudah dapat dilalui kembali kenda-
raan baik roda maupun roda empat. 

Kapolsek menyampaikan bahwa 
situasi arus lalu lintas di lokasi keja-
dian terpantau dalam keadaan aman, 
lancar, dan kondusif. 

Ia juga mengimbau kepada para 
pengguna jalan agar tetap berhati-ha-
ti, khususnya saat melintasi wilayah 
rawan longsor di musim penghujan.

“Polsek Damsol akan terus meman-
tau situasi dan siap melakukan lang-
kah cepat apabila terjadi gangguan 
kamtibmas maupun hambatan lalu 
lintas akibat kondisi cuaca,” ujar Edi. 

Dengan dibukanya kembali akses 
jalan tersebut, aktivitas masyarakat 
dan arus transportasi Palu–Tolitoli 
dapat kembali berjalan normal. AMR

Seorang Kakek Ditemukan 
Gantung Diri di Pohon

SULTENG RAYA – Se-
orang kakek usia 75 tahun, 
ditemukan tewas gantung 
diri di sebuah pohon di 
Desa Mayayap. Kecamatan 
Bualemo, Kabupaten Bang-
gai. Peristiwa tragis itu di-
ketahui terjadi pada Kamis 
(1/1/2026) sore.

Kapolsek Bualemo, Iptu 
Alwi Polii mengatakan, dari 
informasi yang diperoleh 
dari saksi, bahwa korban 
sebelumnya pada Rabu 
(31/12/2025) sekira pukul 
10.00 wita,berpamitan ke-
pada anaknya untuk keluar 
rumah.  

“Saat itu korban berpesan 
agar tidak usah mencarinya. 
Anak korban pun menaruh 
curiga dengan perkataan 
sang kakek,” jelas kapolsek. 

Hingga Kamis (1/1/2026) 
pagi, korban tak jua kembali 
ke rumah, sehingga pihak 
keluarga memutuskan mela-
kukan pencarian, namun tak 
membuahkan hasil. Hilang-
nya korban pun dilaporkan  
ke pemerintah desa setem-
pat dan Bhabinkamtibmas 
Polsek Bualemo, lalu dilaku-
kan pencarian bersama pada 
pukul  13.00 Wita. korban 
berhasil ditemukan dalam 
keadaan sudah meninggal 
dunia dengan posisi tergan-
tung di pohon mangga.

“Korban ditemukan di 
Dusun III Bombana Desa 
Mayayap. Selanjutnya die-
vakuasi menuju kerumah 
duka,” tutur Alwi.

Dari hasil pemeriksaan 
awal di lokasi, diketahui 

bahwa jarak dari cabang 
pohon ke tahan sekitar 
1,5 meter, dengan pan-
jang tali sekitar 1 meter. 
Pihak keluarga korban 
menyatakan menolak dila-
kukan autopsi dan berse-
dia membuat berita acara 
penolakan. 

“Akan tetapi, kepolisian 
tetap melakukan pendala-
man guna memastikan tidak 
adanya unsur pidana lain 
dalam peristiwa tersebut,” 
kata kapolsek..

Menurut kapolsek, peris-
tiwa meninggalnya kakek 
tersebut dengan cara gan-
tung diri menjadi peringatan 
kepada kita semua. bahwa 
persoalan keselamatan dan 
kesehatan mental tidak bisa 
dianggap sepele. AMR

PIHAK Polsek Bualemo, saat menemui pihak keluarga terkait dengan ditemukannya seorang kakek 
meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah pohon, Desa Mayayap, Kamis (1/1/2026). FOTO: IST

Tim Patroli Dialogis 
Menyasar Wisata 
Air Panas Marowo

TIM Patroli Dialogis, saat menemui sejumlah pengunjung di area Wisata Air Panas 
Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka, Kamis (1/1/2026). FOTO: DOK. POLSEK ULUBONGKA

SEJUMLAH personel Polsek Damsol, saat melakukan pengaturan lalu lintas di Jalur Palu-Tolitoli, Dusun IV Desa Sabang, Keca-
matan Dampelas, Kabupaten Donggala usai tertimbun longsor, Jumat (1/1/2025).FOTO: DOK POLSEK DAMSOL

Longsor di Jalur Palu-Tolitoli, 
Polsek Damsol Terjunkan Personel

Kasus Laka 
Lantas di Sigi 

Meningkat
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Ketua Dekopinwil Sul-
teng, Dr. Abd. Malik Bram, 
S.H.,M.H yang memim-
pin rapat koordinasi dalam 
refleksi akhir tahun 2025 
menegaskan, tahun 2026 
harus menjadi titik awal 
penerapan otonomi dan 
kemandirian koperasi, se-
suai dengan prinsip dasar 
perkoperasian dan arahan 
Gubernur Sulawesi Tengah 
pada peringatan Hari Ko-
perasi Nasional beberapa 
waktu lalu.

“Selama ini koperasi ter-
lalu lama bergantung pada 
pembinaan pemerintah. Di-
bina terus tapi tidak mandi-
ri, itu bukan kemajuan. Jus-

tru membuat koperasi tidak 
kreatif dan tidak berdaya 
saing,” kata Dr. Abd. Malik 
Bram didampingi Dewan 
Pakar Dekopinwil Sulteng, 
Prof H Sulaiman Mamar, 
Wakil Ketua Dekopinwil 
Sulteng, Rudi Zulkarnain, 
Ketua Dekopinda Kota Palu, 
H Amin Badawi, Ketua De-
kopinda Donggala, Drs An-
war Sado, Ketua Dekopinda 
Sigi, Sri Ramlah SPd, Ketua 
Dekopinda Tolitoli, Yamin 
Tinago serta Ketua Dekopin-
da Touna, Samsir.

Selain itu, Malik Bram 
juga menyampaikan, hen-
daknya koperasi yang sudah 
mandiri agar didata kem-

SULTENG RAYA - DPD 
GRANAT Sulteng men-
gapresiasi Polda Sulteng 
dalam pemberantasan  nar-
kotika melalui pemusnahan 
barang bukti sabu sebanyak 
60 Kg.

M e l a l u i  g i a t  r i l i s 
akhir tahun pada Selasa 
(30/12/2025), Polda Sula-
wesi Tengah melaksanakan 
pemusnahan barang bukti 
60 kg narkotika jenis sabu 
yang merupakan hasil dari 
pengungkapan jaringan pe-
redaran gelap internasional 
asal Malaysia. Hal ini ten-
tunya menjadi pengingat 
serius bagi para bandar 
bahwa Sulawesi Tengah 
bukanlah pasar dari barang 

KETUA Dekopinwil Sulteng, Dr. Abd. Malik Bram, S.H.,M.H (tengah baju hitam) didampingi Dewan Pakar Dekopinwil Sulteng, Prof H Sulaiman Mamar (kiri), 
Wakil Ketua Dekopinwil Sulteng, Rudi Zulkarnain, Ketua Dekopinda Kota Palu, H Amin Badawi dan Ketua Dekopinda Sigi, Sri Ramlah SPd, dalam rapat 
koordinasi refleksi akhir tahun di salah satu kafe di Kota Palu, Rabu (31/12/2025) sore. FOTO: DAYAT

Dekopinwil Sulteng Tegaskan 
Komitmen Kemandirian Koperasi 2026

SULTENG RAYA – Dewan Koperasi Indo-
nesia Wilayah Sulawesi Tengah (Dekopinwil 
Sulteng) menggelar rapat koordinasi akhir 
tahun bersama pengurus, dewan pakar serta 
sejumlah Ketua Dewan Koperasi Indonesia 
Daerah (Dekopinda) di Sulteng pada Rabu 
(31/12/2025) sore di salah satu kafe di Kota 
Palu.

bali, karena perkembangan 
dan dinamika perkoperasian 
di Sulteng belum meng-
gembirakan akibat dampak 
bencana gempa dan tsunami 
pada tahun 2018, yang mem-
buat infrastruktur koperasi 
anjlok.

Malik menyebutkan, sete-
lah melalui kajian-kajian 
yang dilakukan Majelis Pa-
kar Dekopinwil mengenai 
keberadan koperasi bahwa 
koperasi di Sulteng ber-
jumlah sebanyak 2.600, dan 
sekarang sisa 2.200 koperasi, 
serta yang aktif sekitar 50 
persen. Kemudian yang 
aktif kembali belum didata, 
karena Dekopin lembaga 
non-pemerintah.

“Di tahun 2026 kita berha-
rap Dekopin harus jalan dan 
bergerak, tidak boleh diam 
dan harus aktif, sehingga 
kemandirian koperasi itu 
bisa tercapai,” ucap Malik 
yang juga mantan Hakim 
Adhoc PHI pada Pengadilan 
Negeri Palu.

Malik menegaskan, di 
tahun 2026 koperasi desa 
(Kopdes) yang berada di 

masing-masing kelurahan 
dan desa adalah wadah 
masyarakat untuk menuju 
kedaulatan dan kemandari-
an koperasi, sehingga tidak 
boleh di bawah ketiak peme-
rintah secera terus menerus 
yang membebani anggaran 
negara.

"Karena kita masih di ba-
wah ketiak pemerintah, 
tidak menjadi sukses tapi 
jadi binasa, bagaikan anak 
yang sudah dewasa bahkan 
sudah kawin tapi masih di 
bawah pemerintah yang 
dapat menumpulkan daya 
kreatifitas anak, sehingga 
harus hidup mandiri dan 
menata kehidupan sendri 
tanpa ketergantungan dari 
pihak lain,” tegasnya.

Lanjutnya, berbeda den-
gan Kopdes merah putih 
yang memang harus dibina 
oleh pemerintah, jadi Deko-
pin tidak boleh lagi dibina 
oleh pemerintah. “Semua 
adalah tindakan yang har-
us di buang jauh-jauh dan 
harus berani berdiri di atas 
kaki sendiri, demi tujuan 
kemandirian untuk men-

sejahterakan anggota dan 
masyarakat, meningkatkan 
daya saing dan keadilan so-
sial, dan juga sebagai tulang 
punggung ekonomi sosial,” 
jelasnya.

Malik menilai, usai di-
lantik Presiden Prabowo 
telah membawa angin segar 
bagi perkoperasian, asalkan 
melakukan terobosan-tero-
bosan yang baru. “Dekopin 
tidak mengharapkan apa-
apa dari pemerintah, Deko-
pin bisa menggali sumber 
dana dari anggota sendiri,” 
ucapnya.

Sementara, Malik menye-
butkan ada tujuh prinsip 
koperasi diantaranya, sistem 
keanggotan koperasi sukare-
la dan terbuka, pemelihan 
secara demokrasi, parti-
sipasi ekonomi anggota, 
ekonomi dan kemandirian, 
pendidikan perkoperasian, 
kerjasama antar koperasi 
dan kepedulian terhadap 
imunitas masyarakat.

“Yang penting ini juga, ini 
sebuah keadaan yang sangat 
perlu disampaikan kepada 
publik adanya organisasi 
yang menyerupai Dekopin 
yang muncul di Sulteng, 
ini merupakan perampasan 
hak. Dekopin di bawah Jim-
ly sudah dibawa ke ranah 
politik, sehingga Dekopin 
saat ini tertatih-tatih,” jelas 
Malik.

Oleh karena itu, Malik 
Bram mengharapkan, se-
moga di tahun 2026 ini kita 
kembali meningkatkan oto-
nomi dan kemandiran ko-
perasi. “Semoga di 2026 kita 
bisa memajukan koperasi, 
serta tetap Dekopinwil Sul-
teng diberi amanah oleh 
Gubernur Sulteng untuk 
membina 1.940 koperasi di 
Sulteng, kami sudah turun 
ke kabupaten menemui be-
berapa koperasi karena kami 
ini pengurus atau relawan 
koperasi yang mandiri.YAT

KETUA DPD GRANAT Sulteng, Muhammad Nurul Haq saat ikut 
memusnahkan sabu di Mapolda Sulteng, Selasa (30/12/2025). 
FOTO: DOK DPD GRANAT SULTENG

Ikut Musnahkan Sabu 60 Kg, 
DPD GRANAT Sulteng Apresiasi 

Polda Berantas Narkoba

SULTENG RAYA - Upa-
ya pencegahan penyebaran 
radikalisme dan intoleran 
terus dilakukan Satgas II 
Preemtif Ops Madago Raya 
melalui pendekatan huma-
nis. Salah satunya diwu-
judkan dengan kegiatan 
sambang dan silaturahmi 
kepada tokoh masyarakat 
di wilayah Kabupaten Parigi 
Moutong (Parmout), Sabtu 
(27/12/2025). 

Personel Satgas II Preemtif 
Ops Madago Raya menyam-
bangi Helmi Abdun, tokoh 
masyarakat Kelurahan Loji, 
Kecamatan Parigi. Kegiatan 
ini menjadi bagian dari stra-
tegi preemtif dalam men-
jaga situasi keamanan dan 
ketertiban masyarakat agar 
tetap kondusif. Sambang 
dan silaturahmi tersebut, 
dilaksanakan oleh Kasat 
Binmas yang tergabung 
dalam Satgas II Preemtif Ops 
Madago Raya, AKP Zulku-
fran, bersama Aiptu Arwin 
Abubakar selaku personel 
Satgas Binmas. Keduanya 
berdialog langsung dengan 
tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, 
AKP Zulkufran menyam-
paikan pentingnya mem-
bangun sinergitas antara 
kepolisian dan para tokoh 
masyarakat, sebagai garda 
terdepan dalam menangkal 
masuk dan berkembangnya 

paham radikal dan intole-
ran.

AKP Zulkufran juga men-
gajak tokoh masyarakat 
untuk berperan aktif men-
jaga kondusivitas wilayah 
dengan meningkatkan ke-
waspadaan serta mempe-
rerat persatuan di tengah 
masyarakat Kelurahan Loji.

Menurut AKP Zulkufran, 
peran tokoh masyarakat di-
nilai sangat strategis dalam 
menciptakan suasana aman 
dan damai, sekaligus menja-
di contoh positif bagi gene-
rasi muda agar tidak mudah 
terpengaruh paham yang 
bertentangan dengan nilai 
kebangsaan.

Sementara, Helmi Abdun 
mengapresiasi kunjungan 
dan silaturahmi yang di-
lakukan Satgas II Preemtif 
Ops Madago Raya. Ia me-
nilai pendekatan dialogis 
menjadi langkah yang tepat 
dalam membangun kesada-
ran bersama tentang pen-
tingnya menjaga keamanan 
lingkungan.

H e l m i  A b d u n  j u g a 
menyatakan kesiapan dan 
komitmennya untuk men-
dukung pelaksanaan Ops 
Madago Raya, serta bekerja 
sama dengan aparat keama-
nan dalam upaya pencega-
han radikalisme dan into-
leran di Kabupaten Parigi 
Moutong.*/YAT

SULTENG RAYA - Waka-
polda Sulawesi Tengah (Sul-
teng), Brigjen Pol Dr. Helmi 
Kwarta Kusuma Putra Rauf 
bersama Forkopimda mela-
kukan pemantauan langs-
ung pengamanan malam 
pergantian Tahun Baru 2026 
di sejumlah wilayah di Kota 
Palu, Rabu (31/12/2025) 
malam.

Kegiatan Patroli dan pe-
mantauan tersebut, menja-
di wujud nyata kehadiran 
negara dalam memastikan 
rasa aman dan nyaman bagi 
masyarakat.

Patroli pengecekan dan 
pemantauan Pos Penga-
manan (Pospam) tersebut, 
dipimpin Wakapolda Su-
lawesi Tengah, Brigjen Pol 
Dr. Helmi Kwarta Kusuma 
Putra Rauf didamping Dan-
rem 132/Tadulako Brigjen 
TNI Deni Gunawan, Ka-
polreta Palu, Basarnas dan 
PJU Polda Sulteng dengan 
mengunjungi Pospam Mam-
boro, Pospam Martadinata 
dan Pospam PGM Ponegoro.

Dalam kunjungannya, 
Wakapolda meninjau Pos 
Pengamanan Mamboro 
yang berada di Jalan Trans 
Sulawesi Km. 13, Kecamatan 
Palu Utara, Pospam Jalan 
R.E. Martadinata di Keca-
matan Mantikulore, serta 
Pospam Diponegoro yang 
terletak tepat di depan Palu 
Grand Mall, Kecamatan Palu 
Barat. 

Pemantauan dilakukan 
bersama stakeholder terkait 
sebagai bentuk sinergi lintas 
sektor dalam menjaga stabi-
litas keamanan daerah.

Di setiap pos yang dikun-
jungi, Wakapolda menyem-
patkan diri menyapa dan 
berdialog langsung dengan 
personel yang tengah bertu-
gas. Ia memberikan seman-
gat dan motivasi kepada pe-
tugas gabungan agar tetap 
menjalankan tugas dengan 
penuh dedikasi, menjaga 
kesehatan, serta selalu men-
gedepankan sikap humanis 
dalam melayani masyarakat.

Wakapolda berpesan agar 
seluruh personel senan-
tiasa waspada dan tidak 
membiarkan adanya potensi 

haram tersebut. 
Pemusnahan barang bukti 

jenis sabu yang disaksikan 
oleh instansi terkait sebagai 
bentuk transparansi dan 
akuntabilaitas Polda dalam 
melindungi masyarakat Sul-
teng dari bahaya penyalah-
gunaan dan peredaran gelap 
narkotika.

Ketua DPD GRANAT 
Sulteng, Muhammad Nurul 
Haq menyampaikan bahwa 
pemusnahan ini bukanlah 
sekedar rutinitas penega-
kan hukum, lebih dari itu, 
kegiatan ini merupakan 
pengejawantahan atas Un-
dang-Undang Dasar 1945 
yakni melindungi segenap 
bangsa indonesia dan se-
luruh tumpah darah indone-
sia sekaligus mewujudkan 
Asta Cita yang diusung oleh 
Presiden Prabowo Subianto. 
Momentum ini menjadi 
spirit bagi kami organisasi 
pegiat anti narkotika untuk 
terus melakukan edukasi 
terhadap generasi muda 
sampai ke tingkat desa lewat 
DPC tingkat kabupaten/
kota.

Menurutnya, dalam kajian 
kami bahwa modus operan-
di penyebaran narkoba di 
Sulawesi Tengah sangat-
lah beragam salah satunya 
dalam memanfaatkan media 
sosial dan aplikasi pesan 
sehingga sulit mendeteksi 
karena tidak melakukan 
transaksi langsung. 

Nurul Haq menyampai-
kan bahwa data pengguna 
narkoba di Sulawesi rata-
rata pada usia produktif 
yakni 20-40 tahun. “Jika ini 
tidak dilakukan pencegahan 
dini maka tingkat krimina-
litas dan lingkaran kemis-
kinan makin meningkat. 
Kedepan Polda, BNN dan 
Beacukai memiliki peran 
yang sangat krusial dalam 
pemberantasan narkoba, bu-
kan hanya sekadar tugas se-
mata tetapi merupakan misi 
untuk melindungi generasi 
muda dan menjaga keama-
nan nasional,” tegasnya.*/YAT

PERSONEL Satgas II Preemtif Ops Madago Raya saat menyamban-
gi Helmi Abdun, tokoh masyarakat Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi 
pada Sabtu (27/12/2025). FOTO: SATGAS MADAGO RAYA

BANGUN SINERGI KAMTIBMAS

Satgas Madago Raya Ajak 
Tokoh Masyarakat Tolak 
Radikalisme di Parmout

WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf bersama Forkopimda saat 
berdialog bersama personel gabungan di Pospam Kota Palu, Rabu (31/12/2025) malam. FOTO: 
BIDHUMAS POLDA SULTENG

MALAM PERGANTIAN TAHUN

Wakapolda Sulteng dan Danrem Cek Pospam di Kota Palu

gangguan yang dapat meng-
hambat aktivitas masyara-
kat, khususnya di malam 
pergantian tahun.

Menurutnya, pengama-
nan bukan sekadar soal ke-
tertiban, tetapi juga tentang 
menghadirkan rasa aman, 
ketenangan, dan keperca-
yaan di tengah masyarakat.

“Kehadiran kita di lapan-
gan harus memberi rasa 
nyaman. Layani masyarakat 
dengan hati, tetap santun, 
dan jaga kesehatan agar 
tugas pengabdian ini dapat 
berjalan maksimal,” pesan 
Wakapolda kepada para 
personel.

Melalui pemantauan ter-

sebut, diharapkan seluruh 
rangkaian pengamanan ma-
lam Tahun Baru di Kota Palu 
dapat berlangsung aman, 
tertib, dan penuh kedamai-
an, seiring semangat keber-
samaan antara aparat dan 
masyarakat dalam menyam-
but tahun yang baru dengan 
harapan dan optimisme.*/YAT
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Langkah ini merupakan 
bentuk komitmen kehadiran 
negara dalam mempercepat 
pemulihan pascabencana 
melalui penyediaan prasa-
rana dasar bagi masyarakat 
terdampak banjir bandang 
dan longsor di wilayah ter-
sebut.

Presiden Republik Indo-
nesia, Prabowo Subianto 
mengapresiasi progres pem-
bangunan Huntara beserta 
infrastruktur pendukung 
yang sedang dikebut. Di-
rinya menilai sinergi lintas 
kementerian, Danantara 
Indonesia, dan Pemerintah 
Daerah (Pemda) mampu 
menghasilkan kemajuan 
signifikan dalam waktu 
singkat. Sebanyak 600 unit 
akan diserahkan kepada 
Pemda pada 8 Januari 2026, 
untuk selanjutnya diberikan 
kepada warga terdampak 
bencana.

"Danantara Indonesia 
membuktikan bahwa kita 
bisa membangun 600 hu-
nian, semua pihak telah 
bekerja dengan gemilang, 
dengan cepat,” ujar Presiden 
Prabowo.

Chief Executive Officer 
(CEO) Danantara Indonesia, 
Rosan Roeslani, menyam-
paikan bahwa dalam kurun 
waktu tiga bulan ke depan, 

pembangunan Huntara se-
cara nasional ditargetkan 
mencapai 15.000 unit yang 
tersebar di 3 provinsi ter-
dampak bencana, yakni 
Aceh, Sumatera Utara, dan 
Sumatera Barat.

“Target pembangunan 
Rumah Hunian Danantara 
di Aceh Tamiang ditetapkan 
secara jelas sejak awal, dan 
capaian hingga 1 Januari 
2026 menunjukkan komit-
men kuat seluruh pihak 
untuk menepatinya. BUMN 
bergerak cepat, bekerja di 
lapangan dalam kondisi 
yang tidak mudah, untuk 
memastikan masyarakat 
segera mendapatkan hunian 
yang layak,” jelasnya.

Rosan juga menekankan 
bahwa pembangunan Hun-
tara bagi warga terdampak 
bencana bukan sekadar so-
lusi jangka pendek, namun 
merupakan tahapan pemu-
lihan yang lebih besar di 
berbagai sektor.

“Huntara ini menjadi 
jembatan penting menuju 
fase hunian permanen dan 
pemulihan ekonomi masy-
arakat. Karena itu, kualitas 
dan keberlanjutan tetap 
menjadi perhatian utama,” 
tambahnya.

Huntara dibangun sesuai 
standar kelayakan hunian 

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto (kiri) menyapa dan bersalaman dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kedua dari kanan) setelah memimpin rapat 
terbatas terkait percepatan pemulihan pascabencana di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara), Kamis (1/1/2026). FOTO: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

PLN Sambung Listrik Huntara 
dan Fasum di Aceh Tamiang

SULTENG RAYA – PT PLN (Persero) te-
rus mendukung percepatan pembangunan 
Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh 
Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan 
penyambungan jaringan listrik seluruh unit 
yang telah terbangun.

darurat, tidak hanya fokus 
terhadap konstruksi ban-
gunan saja, melainkan juga 
kebutuhan dasar seperti 
listrik. 

Ketersediaan listrik juga 
menjadi prioritas Pemer-
intah melalui Danantara 
Indonesia dalam memban-
gun Huntara, selain akses 
air bersih, sanitasi memadai, 
serta dukungan layanan 
kesehatan di lokasi.

Menindaklanjuti hal ter-
sebut, Direktur Utama PLN, 
Darmawan Prasodjo, me-
negaskan kesiapan PLN 
dalam mendukung penuh 
pembangunan Huntara mel-
alui penyediaan listrik yang 
aman dan andal untuk se-
luruh unit hunian.

"PLN siap melaksanakan 
arahan Pemerintah melalui 
Danantara Indonesia un-
tuk memastikan kesiapan 

infrastruktur kelistrikan 
Huntara. Setiap unit hunian 
yang telah selesai dibangun, 
kami pastikan listriknya 
juga sudah tersedia dan 
dapat langsung menyala, 
sehingga masyarakat bisa 
segera menempati tempat 
tinggalnya dengan aman 
dan nyaman,” kata Dar-
mawan.

Saat ini, PLN telah men-
yiapkan infrastruktur ke-
listrikan di kawasan Hun-
tara Aceh Tamiang, seperti 
pembangunan trafo, jarin-
gan listrik, dan kWh meter 
seluruh hunian yang telah 
terbangun. Bahkan jaringan 
listrik telah tersambung se-

penuhnya dan cukup untuk 
melayani kebutuhan listrik 
hunian maupun fasilitas 
umum.

Sebelumnya, Chief Opera-
ting Offi cer (COO) Danan-
tara Indonesia, Dony Oska-
ria didampingi Darmawan 
turun langsung mengawal 
proges pembangunan Hun-
tara Aceh Tamiang dan 
infrastruktur kelistrikannya. 
Darmawan menegaskan, 
kehadiran listrik yang andal 
di Huntara merupakan salah 
satu kebutuhan dasar yang 
wajib tersedia untuk men-
unjang aktivitas masyarakat 
sehari-hari.

“Kami memahami bahwa 

saudara-saudara kita yang 
terdampak banjir bandang 
dan longsor telah kehilan-
gan banyak hal, bukan ha-
nya rumah, namun juga 
rasa aman dan kenyamanan. 
Karena itu, PLN berupaya 
menghadirkan listrik yang 
prima di kawasan Huntara. 
Sehingga, masyarakat dapat 
segera tinggal, anak-anak 
bisa kembali belajar dengan 
nyaman, dan keluarga dapat 
menjalani aktivitas seha-
ri-hari dengan lebih layak. 
Ini adalah komitmen kami 
untuk terus mendampingi 
masyarakat bangkit dari 
bencana,” jelas Darmawan.*/
HJ

SULTENG RAYA - Pe-
mulihan pascabencana tidak 
hanya menyisakan peker-
jaan membangun kembali 
rumah dan fasilitas umum. 
Di balik itu, ada luka tak 
kasatmata berupa trauma, 
kecemasan, dan rasa takut 
yang masih membekas, te-
rutama pada anak-anak 
penyintas.

Kesadaran inilah yang 
mendorong Laznas Baitul 
Maal Hidayatullah (BMH) 
menggelar program "In-
donesia Bercerita" di Desa 
Karya, Kampung Seuma-
dam, Kecamatan Kejuruan 

Muda, Aceh Tamiang. Pro-
gram ini menjadi bagian 
dari ikhtiar pemulihan psi-
kososial warga agar mampu 
bangkit dan menata kembali 
kehidupan pascabencana.

Koordinator Lapangan 
BMH di lokasi, Rohsyandi 
Santika mengatakan, pro-
gram ini merupakan bagian 
dari pendampingan berke-
lanjutan sejak masa tanggap 
darurat. 

“Kami ingin psikologis 
warga, terutama anak-anak, 
kembali pulih. Program ini 
adalah ikhtiar kita bersama 
agar mereka siap bangkit 

dan menatap masa de-
pan dengan lebih optimis 
pasca-bencana,” ujarnya 
dalam siaran persnya, Jumat 
(2/1/2026).

Suasana  hangat  dan 
penuh keceriaan tercipta 
saat Kak Imam memba-
wakan kisah heroik Nabi 
Ibrahim AS dalam melawan 
kezaliman Raja Namrud. 
Melalui tuturan yang ringan 
dan inspiratif, anak-anak 
diajak memahami nilai ke-
cerdasan, keberanian, dan 
kekuatan kebenaran dalam 
menghadapi ketakutan.

Keceriaan semakin leng-

kap ketika Kak Ubay men-
gajak anak-anak mengikuti 
kuis edukatif yang diselingi 
sulap tradisional. Tawa pun 
pecah, menghadirkan ruang 
aman dan menyenangkan 
bagi anak-anak untuk kem-
bali mengekspresikan diri.

Warga pun sangat antusi-
as. Tidak hanya anak-anak, 
para orang tua pun turut 
larut dalam suasana yang 
kondusif dan penuh kehan-
gatan. Kehadiran tim BMH 
seolah menjadi penawar 
duka bagi warga yang ma-
sih berjuang memulihkan 
diri.RPB

SULTENG RAYA - Ke-
menterian Lingkungan Hi-
dup (KLH) mengingatkan 
pengelola kawasan di Tan-
gerang Selatan (Tangsel) 
agar mengelola sampah 
sendiri. Upaya itu guna 
mengurangi beban sampah 
yang harus dikelola pemer-
intah daerah. "Undang-Un-
dang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sam-
pah menyatakan bahwa 
setiap pengelola kawasan 
dilarang keras lepas tangan 
dan menyerahkan beban 
sampah sepenuhnya kepa-
da pemda," kata Direktur 
Pengurangan Sampah dan 
Pengembangan Ekonomi 
Sirkular KLH/Badan Pen-
gendalian Lingkungan Hi-
dup (BPLH) Agus Rusly, 
dalam pernyataan, Jumat 
(2/1/2026).  Dia mengingat-
kan bahwa strategi pengen-
dalian harus dimulai dari 
akarnya. Yakni melalui pen-
gaturan sistem pengadaan 
barang yang minim limbah 
hingga penyiapan proses 
bisnis kawasan yang men-
dukung ekonomi sirkular.

Hal itu disampaikannya 
dalam sosialisasi Kepmen 
LH/Kepala BPLH Nomor 
2648 Tahun 2025 sebagai 
senjata baru dalam merevo-
lusi tata kelola sampah di 
kawasan komersial hingga 
industri pada di Tangerang 
Selatan, Senin (29/12/2025).

Dia menyebut bahwa 
aturan itu bukan sekadar 
urusan administratif, me-
lainkan sebuah perubahan 
paradigma di mana pen-
gelolaan sampah di mal, 
apartemen, pasar, hing-
ga kawasan industri kini 

PETUGAS kebersihan membersihkan sampah yang berserakan 
di jalan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/12/2025). 
FOTO: EDWIN PUTRANTO/REP

KLH Ingatkan Pemkot Tangsel 
untuk Kelola Sampah Mandiri

menjadi kewajiban hukum 
mutlak bagi pengelola. Ada-
nya aturan itu memastikan 
bahwa pengelolaan sampah 
bukan lagi tanggung jawab 
penuh pemerintah daerah.

Daerah Tangerang Selatan 
sendiri tengah menghadapi 
krisis sampah dengan volu-
me yang mencapai 1.200 ton 
per hari dan kondisi Tempat 
Pengelolaan Akhir (TPA) Ci-
peucang yang telah ditutup.

Sekretaris Daerah Kota 
Tangsel, Bambang Noert-
jahjo dalam forum yang 
dihadiri oleh 79 perwakilan 
pengelola mal, plaza, hingga 
asosiasi apartemen tersebut 
juga menyatakan kewajiban 
tersebut perlu dipatuhi oleh 
para pengelola kawasan. 
"Hambatan di hilir ini telah 
berdampak langsung pada 
estetika dan kesehatan ling-

kungan di berbagai sudut 
kota, sehingga intervensi di 
tingkat sumber (hulu) men-
jadi harga mati yang tidak 
bisa ditawar," jelas Bambang 
Noertjahjo.RPB

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menggelar program "Indonesia Bercerita" di Desa Karya, Kampung Seumadam, Kecamatan 
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. FOTO: LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)

HAPUS TRAUMA PASCABENCANA 

BMH Hadirkan Indonesia 
Bercerita di Aceh Tamiang
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

MESKI baru memasuki 
hari kedua 2026, mesin 
negara sudah dipacu 
untuk mengejar target 

pertumbuhan ekonomi 5,4%. Angka itu 
disepakati pemerintah dan DPR serta te-
lah disahkan dalam APBN 2026. Namun, 
harus diakui, target tersebut tergolong 
ambisius, bahkan sekitar 0,5% lebih ting-
gi daripada proyeksi banyak ekonom.

Persoalannya bukan semata soal 
kecepatan mengejar target. Di tengah 
krisis ekologis yang kian nyata sejak 
akhir 2025, yang ditandai kembali oleh 
banjir bandang pada malam pergantian 
tahun, yang jauh lebih mendesak ialah 
bagaimana pemerintah memaknai ulang 
arti pertumbuhan itu sendiri, termasuk 
cara mencapainya. Pertumbuhan yang 
dikejar tanpa koreksi justru berpotensi 
menumpuk risiko baru.

Berbagai kajian dan fakta lapangan 
dari Aceh, Sumatra, hingga Kalimantan 
Selatan menunjukkan bahwa cuaca ekst-
rem hanyalah pemicu. Petaka sejatinya 
telah lama dipersiapkan melalui defo-
restasi masif, baik untuk perkebunan 
monokultur maupun pertambangan. 
Alih fungsi hutan dan pengabaian daya 
dukung lingkungan telah menciptakan 
bom waktu yang kini meledak satu per 
satu.

Memasuki 2026, belum tampak tan-
da-tanda bahwa bom waktu itu benar-be-
nar dijinakkan. Justru langkah-langkah 
pemerintah dalam menggenjot sektor 
andalan pertumbuhan seperti energi, 
pertanian, dan manufaktur, masih me-
nempatkan eksploitasi sumber daya 
alam sebagai tumpuan utama.

Dalam upaya mengejar swasembada 
pangan, misalnya, perluasan areal sa-
wit kembali dijadikan opsi di berbagai 
daerah. Pernyataan Presiden Prabowo 
tentang rencana perluasan sawit bahkan 
disampaikan di tengah kondisi Sumatra 
yang masih porak-poranda akibat ben-
cana. Lebih jauh, pada pertengahan De-
sember lalu, Presiden juga menyatakan 
akan memperluas perkebunan sawit di 
Papua. Padahal, sejak 2022, luasan sawit 
di Pulau Cenderawasih hampir menyen-
tuh batas daya dukung lingkungannya, 
yakni 290.659 hektare dari ambang mak-
simal 290.837 hektare.

Dampak dari kebijakan semacam itu 
bukan sekadar risiko hipotetis. Banjir 
bandang di Sumatra telah menimbulkan 
kerugian hingga Rp68,67 triliun, setara 
0,29% produk domestik bruto (PDB). 
Untuk pemulihan saja, negara harus 
menggelontorkan anggaran Rp51,82 
triliun. Ironisnya, penerimaan negara 
dari sektor-sektor perusak lingkungan 
tersebut sama sekali tidak sebanding.

Perhitungan Center of Economic and 
Law Studies (Celios) menunjukkan 
betapa timpangnya neraca itu. Di Aceh, 
PNBP sektor tambang per 31 Agustus 
hanya Rp929 miliar, jauh di bawah ke-
rugian bencana yang mencapai Rp2,04 
triliun. Dana bagi hasil (DBH) perkebu-
nan sawit Aceh pun hanya Rp12 miliar, 
sementara DBH mineral dan batu bara 
pada 2025 sebesar Rp56,3 miliar.

Angka-angka itu bahkan tidak men-
dekati biaya sosial, ekologis, dan fi skal 
yang harus ditanggung negara. Singkat-
nya, cara kerja sektor ekstraktif dan per-
kebunan saat ini lebih banyak membuat 
negara boncos ketimbang untung.

Dengan tren siklon tropis yang di-
perkirakan berlanjut sepanjang 2026, 
pemerintah tidak punya banyak pilihan 
selain benar-benar memaknai ulang 
target pertumbuhan. Bisnis seperti biasa 
(business as usual) sama artinya dengan 
mengundang petaka berulang.

Pemerintah tidak perlu ragu mengo-
reksi target pertumbuhan, dan koreksi 
itu tidak harus menunggu hingga tahun 
hampir berakhir. Lebih penting lagi, ko-
reksi tersebut harus disertai perubahan 
indikator. Pertumbuhan tidak boleh 
terus diukur secara sempit melalui PDB, 
inflasi, dan indikator fiskal-moneter 
semata.

Daya dukung lingkungan mesti di-
tempatkan sebagai variabel kunci dalam 
perencanaan ekonomi nasional. Sebab, 
di sanalah sesungguhnya fondasi kehi-
dupan rakyat bertumpu. Pertumbuhan 
yang merusak alam bukanlah kemajuan, 
melainkan jalan pintas menuju krisis 
yang lebih besar.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Pilih yang Perlu, 
Bijak dalam Konsumsi

KATA “konsumsi” berasal dari bahasa Latin 
consumere yang berarti “menggunakan ha-
bis” atau “memakai.” Dalam konteks ekonomi 
dan sosial, konsumsi adalah aktivitas manusia 
dalam menggunakan barang dan jasa guna 
memenuhi kebutuhan hidup — mulai dari 
makan, berpakaian, hingga kebutuhan rekreasi 
dan teknologi. Konsumsi mencerminkan cara 
seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, 
menilai nilai suatu benda, serta mengekspresi-
kan identitas diri.

NAMUN, di era 
modern yang 
sangat dipen-
g a r u h i  o l e h 

globalisasi dan digitalisa-
si, konsumsi bukan lagi se-
kadar kegiatan pemenuhan 
kebutuhan dasar. Ia telah 
berubah menjadi gaya hidup. 
Teknologi, media sosial, dan 
sistem ekonomi kapitalistik 
telah menciptakan budaya 
konsumtif yang menekankan 
pada kepemilikan dan penam-
pilan ketimbang kebutuhan. 
Fenomena seperti pembelian 
impulsif, fast fashion, dan 
siklus tren yang cepat men-
dorong banyak orang untuk 
membeli bukan karena perlu, 
melainkan karena ingin diakui 
atau mengikuti arus.

Dalam konteks ini, muncul 
kebutuhan akan sikap bijaksa-
na dalam konsumsi. Sikap 
tersebut bukanlah menolak 
konsumsi sama sekali, teta-
pi memahami mana yang 
benar-benar diperlukan, 
membedakan keinginan dari 
kebutuhan, dan mengguna-
kan sumber daya dengan 
tanggung jawab moral, sosial, 
dan ekologis. Bijak dalam 
konsumsi menjadi upaya un-
tuk menata hubungan antara 
manusia, alam, dan Tuhan 
agar selaras dan berkelanjutan

Pola Konsumsi Orang Modern
Pola konsumsi masyarakat 

modern ditandai oleh tiga 
kecenderungan besar:

1. Individualisme dan gaya 
hidup konsumtif.

Masyarakat modern cender-
ung menilai dirinya dari apa 
yang dimiliki, bukan dari sia-
pa dirinya. Barang dan merek 
menjadi simbol status sosial. 
Hal ini didorong oleh sistem 
ekonomi yang menekankan 
citra diri melalui konsumsi.

2. Kemudahan akses dan 
percepatan teknologi.

Digitalisasi membuat kon-
sumsi semakin instan. Dengan 
satu klik, seseorang dapat 
membeli produk dari belahan 
dunia lain. Fenomena online 
shopping mengubah cara kita 
mengelola kebutuhan dan 
keuangan — sering kali tanpa 
kontrol yang matang.

3. Komodifi kasi waktu dan 
pengalaman.

Tidak hanya benda, tetapi 
juga waktu luang dan pen-
galaman hidup telah menjadi 
bagian dari konsumsi. Libu-
ran, kuliner, dan hobi sering 
diukur dari seberapa eksklusif 
dan menariknya untuk ditam-
pilkan di media sosial.

Dalam konteks ini, manusia 
berisiko kehilangan makna 
dari aktivitas konsumsi itu 
sendiri. Konsumsi berubah 
dari alat pemenuhan kebu-
tuhan menjadi tujuan hidup 
yang menguras energi, waktu, 
dan sumber daya alam. Pada-
hal, konsumsi yang berlebihan 
bukan hanya berdampak pada 
individu (seperti stres fi nan-
sial atau kehilangan makna 
hidup), tetapi juga pada ling-
kungan dan tatanan sosial.

Oleh karena itu, muncul 
urgensi untuk mengembang-
kan kesadaran baru: konsum-

si harus dikaitkan dengan 
nilai, bukan hanya dengan 
kuantitas. Konsumsi harus 
diarahkan pada kebaikan ber-
sama, bukan hanya kepuasan 
pribadi.

Pentingnya Sikap Bijaksana 
dalam Konsumsi

Sikap bijaksana dalam kon-
sumsi lahir dari pengenalan 
akan tiga prinsip dasar:

1. Membedakan kebutuhan 
dan keinginan.

Kebutuhan adalah sesuatu 
yang esensial bagi kehidu-
pan (seperti makan, tempat 
tinggal, dan kesehatan). Kein-
ginan bersifat tambahan — ia 
memperkaya hidup tetapi ti-
dak mutlak perlu. Orang bijak 
dapat menunda pemenuhan 
keinginan ketika sumber daya 
terbatas.

2. Menimbang nilai moral 
dan sosial dari konsumsi.

Setiap keputusan membeli 
mencerminkan nilai yang kita 
anut. Memilih produk lokal, 
ramah lingkungan, atau hasil 
karya yang adil adalah bentuk 
konsumsi yang beretika.

3. Kerelaan untuk berbagi 
dan bersyukur.

Konsumsi bijak tidak me-
misahkan diri dari nilai spi-
ritual. Ia mengandung rasa 
cukup (contentment) dan 
kesediaan berbagi dengan 
yang membutuhkan. Dalam 
banyak ajaran agama, terma-
suk Kristen, konsumsi tidak 
boleh menjadi pusat hidup.

Sikap ini selaras dengan 
konsep tanggung jawab se-
bagai stewardship atau pena-
talayanan, yakni memanfaat-
kan anugerah Tuhan secara 
bijak untuk kemaslahatan 
bersama. Konsumsi yang bijak 
tidak menolak kemajuan, teta-
pi mengelolanya dengan hati 
yang ditata, bukan dengan 
dorongan yang tak terkontrol.

Pandangan Sahlins (2000) 
tentang Konsumsi dalam Cultu-
re in Practice: Selected Essays

Pierre Sahlins (2000) melalui 
Culture in Practice: Selected 
Essays, menegaskan bahwa 
konsumsi tidak semata-mata 
aktivitas ekonomi, melainkan 
tindakan budaya. Menurut-
nya, cara seseorang mengon-
sumsi mencerminkan nilai, 
identitas, dan simbol sosial. 
Konsumsi adalah sarana ma-
nusia untuk berpartisipasi 
dalam makna budaya, bu-
kan sekadar memperoleh 
kepuasan material.

Sahlins menjelaskan bahwa 
konsumsi modern mengalami 
transformasi menjadi bentuk 
komunikasi sosial. Seseorang 
membeli dan menggunakan 
suatu produk bukan hanya 
untuk memenuhi kebutuhan, 
tetapi juga untuk menanda-
kan status, afi liasi, atau selera 
tertentu. Barang menjadi tan-
da (sign), dan manusia belajar 
“membaca” tanda-tanda itu 
dalam interaksi sosial. Dalam 
masyarakat kapitalis, makna 
budaya sering kali digantikan 
oleh simbol-simbol konsumsi. 
Akibatnya, nilai spiritual, etis, 
dan sosial tergeser oleh nilai 
komersial.

OLEH : DEBY SUNARIS MTh., M.M., CHCP 

Memaknai 
Ulang 

Pertumbuhan

Ia juga menyoroti paradoks 
konsumsi modern: sema-
kin banyak yang dimiliki 
seseorang, semakin besar pula 
perasaan kekurangannya. Hal 
ini karena sistem konsumsi 
berada dalam siklus yang 
tidak pernah selesai — selalu 
muncul keinginan baru untuk 
menggantikan yang lama. 
Dalam pandangan Salins, 
masyarakat modern meng-
hadapi bahaya “disenchant-
ment,” yaitu hilangnya makna 
dan nilai mendalam dalam 
kehidupan sehari-hari akibat 
dominasi nilai materialistik.

Salins menyerukan suatu 
kesadaran budaya baru, yakni 
menjadikan konsumsi sebagai 
praktik yang refl ektif dan ber-
makna, bukan impulsif atau 
manipulatif. Konsumsi idealnya 
menumbuhkan pemahaman 
diri dan hubungan sosial yang 
lebih sehat, bukan hanya men-
ciptakan kepuasan sementara.

Relevansi Pandangan Salihins 
dalam Konteks Pola Konsumsi 
Modern

Pandangan Sahlins (2000) 
sangat relevan untuk meren-
ungi fenomena konsumsi di 
zaman modern. Konsumsi 
telah menjadi cara manusia 
membentuk identitas, tetapi 
kehilangan kedalaman mak-
na. Orang hidup di bawah 
tekanan untuk tampil, bukan 
untuk menjadi. Dalam kondisi 
ini, kritik Sahlins membantu 
kita menyadari bahwa kon-
sumsi bukan sekadar soal ek-
onomi, tetapi juga spiritualitas 
dan kemanusiaan.

Sahlins mengingatkan agar 
masyarakat tidak terjebak 
dalam budaya konsumtif 
yang dangkal. Ia mendorong 
terbentuknya kesadaran kul-
tural yang membawa manusia 
kembali pada nilai-nilai kese-
derhanaan, kesyukuran, dan 
penghargaan terhadap makna 
sejati. Dalam era digital ini, di 
mana promosi dan iklan men-
guasai ruang privat manusia, 
refl eksi terhadap makna kon-
sumsi sangatlah penting un-
tuk menjaga integritas budaya 
dan kemanusiaan.

Relevansi Pola Konsumsi 
Modern Menurut Sahlins (2000) 
dalam Pendidikan Kristen

Pendidikan Kristen memi-
liki misi membentuk karakter 
berdasarkan nilai-nilai Injili, 
salah satunya adalah hikmat 
dalam menggunakan sum-
ber daya. Dalam konteks ini, 
pemikiran Sahlins sangat be-
resonansi dengan panggilan 
iman Kristen: konsumsi bukan 
sekadar tindakan ekonomi, 
tetapi bagian dari tanggung 
jawab spiritual terhadap cip-
taan Tuhan.

Beberapa relevansi penting 
antara pandangan Salins dan 
pendidikan Kristen meliputi:

1. Pemulihan makna spiri-
tual dalam konsumsi.

Pendidikan Kristen men-
gajarkan bahwa segala se-

suatu berasal dari Tuhan 
dan harus digunakan untuk 
kemuliaan-Nya. Konsumsi 
yang bijak berarti mengakui 
bahwa harta benda hanyalah 
sarana, bukan tujuan. Ini se-
jalan dengan gagasan Sahlins 
bahwa konsumsi hendaknya 
memiliki dimensi makna dan 
tidak berhenti pada simbol.

2. Pembentukan karakter 
dan disiplin diri.

Salah satu misi utama pen-
didikan Kristen ialah mem-
bangun integritas dan pen-
gendalian diri. Pola konsumsi 
modern yang serba cepat 
mudah mengikis kemampuan 
menunda kesenangan (delay 
gratification). Sahlins men-
gingatkan perlunya kesadaran 
refl ektif dalam konsumsi — 
suatu hal yang juga menjadi 
inti dari pembinaan karakter 
Kristen.

3. Keadilan sosial dan so-
lidaritas.

Ajaran Kristen menekankan 
pentingnya kasih kepada 
sesama dan keadilan sosial. 
Sikap konsumtif yang berlebi-
han sering kali berkontribusi 
terhadap eksploitasi sumber 
daya dan ketimpangan ekono-
mi. Pendidikan Kristen harus 
menanamkan kesadaran bah-
wa konsumsi adalah tindakan 
etis yang berdampak pada 
kehidupan orang lain.

4. Ekoteologi dan tanggung 
jawab terhadap ciptaan.

Konsumsi yang tidak ter-
kendali mempercepat krisis 
lingkungan. Pandangan Sah-
lins menyoroti aspek budaya 
dan ekologis konsumsi, yang 
sejalan dengan ajaran Kristen 
tentang stewardship — me-
melihara bumi sebagai titipan 
Allah, bukan mengeksploi-
tasinya untuk keserakahan 
manusia.

Dengan demikian, pendidi-
kan Kristen berperan penting 
dalam mengembalikan makna 
konsumsi ke dalam kerangka 
nilai: kasih, kesederhanaan, 
dan tanggung jawab.

Konsumsi Bijak sebagai Pendidi-
kan Moral dan Spiritual

Jika konsumsi adalah cer-
minan nilai budaya, maka 
pendidikan Kristen harus 
membantu generasi muda un-
tuk mengenali dan mengelola 
nilai-nilai tersebut. Mengajar-
kan literasi keuangan saja ti-
dak cukup. Diperlukan pendi-
dikan moral dan spiritual agar 
siswa di sekolah memahami 
bahwa setiap pilihan konsum-
si adalah keputusan etis.

Guru dan lembaga pendi-
dikan dapat menanamkan 
kebijaksanaan konsumsi me-
lalui:

• Pembelajaran kontekstu-
al: mengaitkan isu konsumsi 
modern dengan ajaran Alki-
tab, misalnya melalui prinsip 
kesederhanaan dan tanggung 
jawab.

• Keteladanan hidup: guru 
dan orang dewasa menunjuk-
kan gaya hidup yang tidak be-

rorientasi pada kemewahan, 
tetapi pada makna dan fungsi.

• Proyek sosial: melibatkan 
siswa dalam kegiatan berbagi 
atau mengelola sumber daya 
bersama untuk menumbuh-
kan empati terhadap sesama.

Dengan langkah-langkah 
ini, pendidikan Kristen dapat 
menjadi benteng moral di 
tengah budaya konsumtif 
yang didorong oleh arus iklan 
dan media.

Simpulan dan Rekomendasi
Pandangan Sahlins (2000) 

dalam Culture in Practice: 
Selected Essays memberi wa-
wasan tentang konsumsi seba-
gai praktik budaya yang men-
cerminkan nilai dan identitas 
manusia. Dalam masyarakat 
modern, konsumsi telah ber-
geser dari alat pemenuhan 
kebutuhan menjadi simbol 
prestise dan status sosial. 
Akibatnya, muncul tantangan 
baru berupa krisis makna, ke-
tidakadilan sosial, dan degra-
dasi lingkungan. Pendidikan 
Kristen merespons dengan 
doktrin stewardship, menga-
jak umat mengelola ciptaan 
sebagai panggilan ilahi (Kej. 
2:15). Sikap bijaksana dalam 
konsumsi menjadi kunci un-
tuk keluar dari lingkaran 
konsumtif ini. Konsumsi bij-
ak adalah bentuk kesadaran 
diri — bahwa setiap tindakan 
membeli, menggunakan, atau 
memanfaatkan sesuatu memi-
liki dimensi spiritual dan sosi-
al. Dalam pendidikan Kristen, 
prinsip ini berarti menempat-
kan konsumsi dalam kerang-
ka tanggung jawab kepada 
Tuhan dan sesama, melalui 
pengajaran yang membentuk 
karakter hemat, berbagi, dan 
peduli ekologi. 

Rekomendasi:
1. Individu: biasakan refl ek-

si diri sebelum membeli dan 
latih rasa cukup.

2. Lembaga pendidikan: 
integrasikan etika konsumsi 
dalam kurikulum karakter 
dan iman.

3. Masyarakat dan gereja: 
dorong gaya hidup sederhana 
dan berkeadilan sosial.

4. Pemerintah: kembangkan 
kebijakan konsumsi berke-
lanjutan dan pendidikan etis 
publik.

Menjadi bijak dalam kon-
sumsi berarti memilih dengan 
hati nurani dan hikmat iman: 
memilih yang perlu, bukan 
yang semata diinginkan — 
demi keseimbangan hidup, 
keadilan sosial, pelestarian 
ciptaan Tuhan, pengurangan 
limbah berlebih, serta kemu-
liaan Sang Pemberi segala 
sesuatu melalui stewardship 
yang bertanggung jawab atas 
berkat-berkat-Nya. Solideo 
Gloria. (Kajian buku “Culture 
in Practise Selected Essay by Sah-
lins, 2000. Artikel Antropologi 
& PAK Kebudayaan Program 
Pasca Sarjana IAKN Manado 
2025 – Deby Sunaris)
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SULTENG RAYA - Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) 
mendorong pasar modal 
Indonesia semakin berperan 
strategis dalam mendukung 
agenda prioritas pemerin-
tah.

Dukungan itu melalui 
peningkatan integritas pa-
sar, pendalaman likuiditas, 
penguatan basis investor 
institusi, serta percepatan 
pembangunan ekosistem 
bursa karbon yang kredibel 
dan berstandar internasi-
onal.

Demikian disampaikan 
Ketua Dewan Komisioner 

OJK, Mahendra Siregar 
dalam sambutannya pada 
Pembukaan Perdagangan 
Perdana Bursa Efek Indo-
nesia Tahun 2026 di Gedung 
Bursa Efek Indonesia, Jumat 
(2/1/2025). 

Mahendra juga men-
gatakan, OJK akan terus 
mendorong peningkatan 
pelindungan investor mi-
noritas dan retail yang saat 
ini menopang IHSG di an-
taranya melalui penega-
kan aspek perilaku atau 
market conduct termasuk 
penguatan pengawasan 
perilaku influencer keuan-

gan atau finfluencer.  OJK 
saat ini tengah menyiapkan 
aturan baru bagi influen-
cer keuangan (finfluencer), 
yang dalam tahap finali-
sasi dan ditargetkan terbit 
pada pertengahan 2026, 
dengan penekanan pada 
kapabilitas, transparansi, 
dan kepatuhan perizinan, 
untuk mendukung literasi 
investasi yang bertanggung 
jawab.

Lebih lanjut, Mahendra 
mendorong peningkatan 
sinergi dengan berbagai pe-
mangku kepentingan terkait 
yang dapat memperbesar 

peran Pasar Modal Indo-
nesia sebagai sumber pen-
danaan utama bagi perusa-
haan emiten dan juga men-
jadikan sektor jasa keuangan 
sebagai motor pertumbuhan 
perekonomian yang kuat 
secara menyeluruh.

“Kami berkomitmen un-
tuk terus menjaga sinergitas 
dan kolaborasi di antara se-
luruh pemangku kepentin-
gan. Sinergi dan kolaborasi 
Komite Kebijakan Sektor 
Keuangan KSSK tentu men-
jadi prioritas utama dalam 
menjaga stabilitas dan me-
ningkatkan peran sektor 
keuangan mendorong per-
tumbuhan perekonomian 
nasional,” kata Mahendra.

Sementara itu, Direktur 
Utama Bursa Efek Indone-
sia (BEI), Iman Rachman 
menjelaskan, BEI telah men-
yiapkan masterplan pen-
gembangan pasar modal 
2026-2030 untuk menjaga 
keberlanjutan pertumbuhan 
dan meningkatkan daya 
saing global. 

Dalam peta jalan terse-
but, BEI menetapkan tuju-
an besar pada 2030, yakni 
membangun pasar modal 
yang inovatif, transparan, 
inklusif, serta tumbuh secara 
global.

“Target ambisius ini di-
dukung oleh penguatan 
infrastruktur pasar, pening-
katan kualitas emiten dan 
investor, serta perluasan 
partisipasi publik,” kata 
Iman.

Iman menambahkan, BEI 
juga mendorong inovasi 
produk dan pendalaman pa-
sar agar pasar modal tidak 
hanya tumbuh dari sisi nilai, 
tetapi juga berperan lebih 
besar dalam pembiayaan 
jangka panjang ekonomi 
nasional.

Kinerja Pasar Modal Indo-
nesia

Selaras dengan momen-
tum pemulihan dan ekspan-
si ekonomi nasional, Pasar 
Modal Indonesia menutup 
tahun 2025 dengan kinerja 
yang solid. IHSG berada 
pada level 8.646,94 poin, 
menguat 22,13 persen secara 
year to date (ytd) dan men-
catatkan beberapa kali all 
time high sepanjang tahun 
2025. 

Setelah mengalami net 
sell di awal 2025, investor 
non-residen kembali men-
catatkan net buy di Semester 
II-2025 sebesar Rp36,23 trili-
un, mencerminkan pulihnya 
kepercayaan terhadap pros-
pek ekonomi nasional dan 
kinerja korporasi.

Dari sisi penghimpunan 
dana, hingga 31 Desember 
2025 tercatat 215 Penawaran 
Umum dengan total nilai 
Rp275 triliun, termasuk 18 
emiten baru dengan nilai 
IPO Rp14,41 triliun. 

Rerata nilai transaksi hari-
an juga meningkat menjadi 
Rp18,1 triliun, dibandingkan 
tahun 2024 sebesar Rp12,9 
triliun, seiring pertumbuhan 

KETUA Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar saat menyampaikan sambutan pada Pembu-
kaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, 
Jumat (2/1/2025). FOTO: DOK. OJK

OJK Dorong Pasar Modal Berperan 
Strategis Dukung Agenda Prioritas Pemerintah

Sulteng nambaso
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Ketua Dekopinwil Sul-
teng, Dr. Abd. Malik Bram, 
S.H.,M.H yang memim-
pin rapat koordinasi dalam 
refleksi akhir tahun 2025 
menegaskan, tahun 2026 
harus menjadi titik awal 
penerapan otonomi dan 
kemandirian koperasi, se-
suai dengan prinsip dasar 
perkoperasian dan arahan 
Gubernur Sulawesi Tengah 
pada peringatan Hari Ko-
perasi Nasional beberapa 
waktu lalu.

“Selama ini koperasi ter-
lalu lama bergantung pada 
pembinaan pemerintah. Di-
bina terus tapi tidak mandi-
ri, itu bukan kemajuan. Jus-

tru membuat koperasi tidak 
kreatif dan tidak berdaya 
saing,” kata Dr. Abd. Malik 
Bram didampingi Dewan 
Pakar Dekopinwil Sulteng, 
Prof H Sulaiman Mamar, 
Wakil Ketua Dekopinwil 
Sulteng, Rudi Zulkarnain, 
Ketua Dekopinda Kota Palu, 
H Amin Badawi, Ketua De-
kopinda Donggala, Drs An-
war Sado, Ketua Dekopinda 
Sigi, Sri Ramlah SPd, Ketua 
Dekopinda Tolitoli, Yamin 
Tinago serta Ketua Dekopin-
da Touna, Samsir.

Selain itu, Malik Bram 
juga menyampaikan, hen-
daknya koperasi yang sudah 
mandiri agar didata kem-

SULTENG RAYA - DPD 
GRANAT Sulteng men-
gapresiasi Polda Sulteng 
dalam pemberantasan  nar-
kotika melalui pemusnahan 
barang bukti sabu sebanyak 
60 Kg.

M e l a l u i  g i a t  r i l i s 
akhir tahun pada Selasa 
(30/12/2025), Polda Sula-
wesi Tengah melaksanakan 
pemusnahan barang bukti 
60 kg narkotika jenis sabu 
yang merupakan hasil dari 
pengungkapan jaringan pe-
redaran gelap internasional 
asal Malaysia. Hal ini ten-
tunya menjadi pengingat 
serius bagi para bandar 
bahwa Sulawesi Tengah 
bukanlah pasar dari barang 

KETUA Dekopinwil Sulteng, Dr. Abd. Malik Bram, S.H.,M.H (tengah baju hitam) didampingi Dewan Pakar Dekopinwil Sulteng, Prof H Sulaiman Mamar (kiri), 
Wakil Ketua Dekopinwil Sulteng, Rudi Zulkarnain, Ketua Dekopinda Kota Palu, H Amin Badawi dan Ketua Dekopinda Sigi, Sri Ramlah SPd, dalam rapat 
koordinasi refleksi akhir tahun di salah satu kafe di Kota Palu, Rabu (31/12/2025) sore. FOTO: DAYAT

Dekopinwil Sulteng Tegaskan 
Komitmen Kemandirian Koperasi 2026

SULTENG RAYA – Dewan Koperasi Indo-
nesia Wilayah Sulawesi Tengah (Dekopinwil 
Sulteng) menggelar rapat koordinasi akhir 
tahun bersama pengurus, dewan pakar serta 
sejumlah Ketua Dewan Koperasi Indonesia 
Daerah (Dekopinda) di Sulteng pada Rabu 
(31/12/2025) sore di salah satu kafe di Kota 
Palu.

bali, karena perkembangan 
dan dinamika perkoperasian 
di Sulteng belum meng-
gembirakan akibat dampak 
bencana gempa dan tsunami 
pada tahun 2018, yang mem-
buat infrastruktur koperasi 
anjlok.

Malik menyebutkan, sete-
lah melalui kajian-kajian 
yang dilakukan Majelis Pa-
kar Dekopinwil mengenai 
keberadan koperasi bahwa 
koperasi di Sulteng ber-
jumlah sebanyak 2.600, dan 
sekarang sisa 2.200 koperasi, 
serta yang aktif sekitar 50 
persen. Kemudian yang 
aktif kembali belum didata, 
karena Dekopin lembaga 
non-pemerintah.

“Di tahun 2026 kita berha-
rap Dekopin harus jalan dan 
bergerak, tidak boleh diam 
dan harus aktif, sehingga 
kemandirian koperasi itu 
bisa tercapai,” ucap Malik 
yang juga mantan Hakim 
Adhoc PHI pada Pengadilan 
Negeri Palu.

Malik menegaskan, di 
tahun 2026 koperasi desa 
(Kopdes) yang berada di 

masing-masing kelurahan 
dan desa adalah wadah 
masyarakat untuk menuju 
kedaulatan dan kemandari-
an koperasi, sehingga tidak 
boleh di bawah ketiak peme-
rintah secera terus menerus 
yang membebani anggaran 
negara.

"Karena kita masih di ba-
wah ketiak pemerintah, 
tidak menjadi sukses tapi 
jadi binasa, bagaikan anak 
yang sudah dewasa bahkan 
sudah kawin tapi masih di 
bawah pemerintah yang 
dapat menumpulkan daya 
kreatifitas anak, sehingga 
harus hidup mandiri dan 
menata kehidupan sendri 
tanpa ketergantungan dari 
pihak lain,” tegasnya.

Lanjutnya, berbeda den-
gan Kopdes merah putih 
yang memang harus dibina 
oleh pemerintah, jadi Deko-
pin tidak boleh lagi dibina 
oleh pemerintah. “Semua 
adalah tindakan yang har-
us di buang jauh-jauh dan 
harus berani berdiri di atas 
kaki sendiri, demi tujuan 
kemandirian untuk men-

sejahterakan anggota dan 
masyarakat, meningkatkan 
daya saing dan keadilan so-
sial, dan juga sebagai tulang 
punggung ekonomi sosial,” 
jelasnya.

Malik menilai, usai di-
lantik Presiden Prabowo 
telah membawa angin segar 
bagi perkoperasian, asalkan 
melakukan terobosan-tero-
bosan yang baru. “Dekopin 
tidak mengharapkan apa-
apa dari pemerintah, Deko-
pin bisa menggali sumber 
dana dari anggota sendiri,” 
ucapnya.

Sementara, Malik menye-
butkan ada tujuh prinsip 
koperasi diantaranya, sistem 
keanggotan koperasi sukare-
la dan terbuka, pemelihan 
secara demokrasi, parti-
sipasi ekonomi anggota, 
ekonomi dan kemandirian, 
pendidikan perkoperasian, 
kerjasama antar koperasi 
dan kepedulian terhadap 
imunitas masyarakat.

“Yang penting ini juga, ini 
sebuah keadaan yang sangat 
perlu disampaikan kepada 
publik adanya organisasi 
yang menyerupai Dekopin 
yang muncul di Sulteng, 
ini merupakan perampasan 
hak. Dekopin di bawah Jim-
ly sudah dibawa ke ranah 
politik, sehingga Dekopin 
saat ini tertatih-tatih,” jelas 
Malik.

Oleh karena itu, Malik 
Bram mengharapkan, se-
moga di tahun 2026 ini kita 
kembali meningkatkan oto-
nomi dan kemandiran ko-
perasi. “Semoga di 2026 kita 
bisa memajukan koperasi, 
serta tetap Dekopinwil Sul-
teng diberi amanah oleh 
Gubernur Sulteng untuk 
membina 1.940 koperasi di 
Sulteng, kami sudah turun 
ke kabupaten menemui be-
berapa koperasi karena kami 
ini pengurus atau relawan 
koperasi yang mandiri.YAT

KETUA DPD GRANAT Sulteng, Muhammad Nurul Haq saat ikut 
memusnahkan sabu di Mapolda Sulteng, Selasa (30/12/2025). 
FOTO: DOK DPD GRANAT SULTENG

Ikut Musnahkan Sabu 60 Kg, 
DPD GRANAT Sulteng Apresiasi 

Polda Berantas Narkoba

SULTENG RAYA - Upa-
ya pencegahan penyebaran 
radikalisme dan intoleran 
terus dilakukan Satgas II 
Preemtif Ops Madago Raya 
melalui pendekatan huma-
nis. Salah satunya diwu-
judkan dengan kegiatan 
sambang dan silaturahmi 
kepada tokoh masyarakat 
di wilayah Kabupaten Parigi 
Moutong (Parmout), Sabtu 
(27/12/2025). 

Personel Satgas II Preemtif 
Ops Madago Raya menyam-
bangi Helmi Abdun, tokoh 
masyarakat Kelurahan Loji, 
Kecamatan Parigi. Kegiatan 
ini menjadi bagian dari stra-
tegi preemtif dalam men-
jaga situasi keamanan dan 
ketertiban masyarakat agar 
tetap kondusif. Sambang 
dan silaturahmi tersebut, 
dilaksanakan oleh Kasat 
Binmas yang tergabung 
dalam Satgas II Preemtif Ops 
Madago Raya, AKP Zulku-
fran, bersama Aiptu Arwin 
Abubakar selaku personel 
Satgas Binmas. Keduanya 
berdialog langsung dengan 
tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, 
AKP Zulkufran menyam-
paikan pentingnya mem-
bangun sinergitas antara 
kepolisian dan para tokoh 
masyarakat, sebagai garda 
terdepan dalam menangkal 
masuk dan berkembangnya 

paham radikal dan intole-
ran.

AKP Zulkufran juga men-
gajak tokoh masyarakat 
untuk berperan aktif men-
jaga kondusivitas wilayah 
dengan meningkatkan ke-
waspadaan serta mempe-
rerat persatuan di tengah 
masyarakat Kelurahan Loji.

Menurut AKP Zulkufran, 
peran tokoh masyarakat di-
nilai sangat strategis dalam 
menciptakan suasana aman 
dan damai, sekaligus menja-
di contoh positif bagi gene-
rasi muda agar tidak mudah 
terpengaruh paham yang 
bertentangan dengan nilai 
kebangsaan.

Sementara, Helmi Abdun 
mengapresiasi kunjungan 
dan silaturahmi yang di-
lakukan Satgas II Preemtif 
Ops Madago Raya. Ia me-
nilai pendekatan dialogis 
menjadi langkah yang tepat 
dalam membangun kesada-
ran bersama tentang pen-
tingnya menjaga keamanan 
lingkungan.

H e l m i  A b d u n  j u g a 
menyatakan kesiapan dan 
komitmennya untuk men-
dukung pelaksanaan Ops 
Madago Raya, serta bekerja 
sama dengan aparat keama-
nan dalam upaya pencega-
han radikalisme dan into-
leran di Kabupaten Parigi 
Moutong.*/YAT

SULTENG RAYA - Waka-
polda Sulawesi Tengah (Sul-
teng), Brigjen Pol Dr. Helmi 
Kwarta Kusuma Putra Rauf 
bersama Forkopimda mela-
kukan pemantauan langs-
ung pengamanan malam 
pergantian Tahun Baru 2026 
di sejumlah wilayah di Kota 
Palu, Rabu (31/12/2025) 
malam.

Kegiatan Patroli dan pe-
mantauan tersebut, menja-
di wujud nyata kehadiran 
negara dalam memastikan 
rasa aman dan nyaman bagi 
masyarakat.

Patroli pengecekan dan 
pemantauan Pos Penga-
manan (Pospam) tersebut, 
dipimpin Wakapolda Su-
lawesi Tengah, Brigjen Pol 
Dr. Helmi Kwarta Kusuma 
Putra Rauf didamping Dan-
rem 132/Tadulako Brigjen 
TNI Deni Gunawan, Ka-
polreta Palu, Basarnas dan 
PJU Polda Sulteng dengan 
mengunjungi Pospam Mam-
boro, Pospam Martadinata 
dan Pospam PGM Ponegoro.

Dalam kunjungannya, 
Wakapolda meninjau Pos 
Pengamanan Mamboro 
yang berada di Jalan Trans 
Sulawesi Km. 13, Kecamatan 
Palu Utara, Pospam Jalan 
R.E. Martadinata di Keca-
matan Mantikulore, serta 
Pospam Diponegoro yang 
terletak tepat di depan Palu 
Grand Mall, Kecamatan Palu 
Barat. 

Pemantauan dilakukan 
bersama stakeholder terkait 
sebagai bentuk sinergi lintas 
sektor dalam menjaga stabi-
litas keamanan daerah.

Di setiap pos yang dikun-
jungi, Wakapolda menyem-
patkan diri menyapa dan 
berdialog langsung dengan 
personel yang tengah bertu-
gas. Ia memberikan seman-
gat dan motivasi kepada pe-
tugas gabungan agar tetap 
menjalankan tugas dengan 
penuh dedikasi, menjaga 
kesehatan, serta selalu men-
gedepankan sikap humanis 
dalam melayani masyarakat.

Wakapolda berpesan agar 
seluruh personel senan-
tiasa waspada dan tidak 
membiarkan adanya potensi 

haram tersebut. 
Pemusnahan barang bukti 

jenis sabu yang disaksikan 
oleh instansi terkait sebagai 
bentuk transparansi dan 
akuntabilaitas Polda dalam 
melindungi masyarakat Sul-
teng dari bahaya penyalah-
gunaan dan peredaran gelap 
narkotika.

Ketua DPD GRANAT 
Sulteng, Muhammad Nurul 
Haq menyampaikan bahwa 
pemusnahan ini bukanlah 
sekedar rutinitas penega-
kan hukum, lebih dari itu, 
kegiatan ini merupakan 
pengejawantahan atas Un-
dang-Undang Dasar 1945 
yakni melindungi segenap 
bangsa indonesia dan se-
luruh tumpah darah indone-
sia sekaligus mewujudkan 
Asta Cita yang diusung oleh 
Presiden Prabowo Subianto. 
Momentum ini menjadi 
spirit bagi kami organisasi 
pegiat anti narkotika untuk 
terus melakukan edukasi 
terhadap generasi muda 
sampai ke tingkat desa lewat 
DPC tingkat kabupaten/
kota.

Menurutnya, dalam kajian 
kami bahwa modus operan-
di penyebaran narkoba di 
Sulawesi Tengah sangat-
lah beragam salah satunya 
dalam memanfaatkan media 
sosial dan aplikasi pesan 
sehingga sulit mendeteksi 
karena tidak melakukan 
transaksi langsung. 

Nurul Haq menyampai-
kan bahwa data pengguna 
narkoba di Sulawesi rata-
rata pada usia produktif 
yakni 20-40 tahun. “Jika ini 
tidak dilakukan pencegahan 
dini maka tingkat krimina-
litas dan lingkaran kemis-
kinan makin meningkat. 
Kedepan Polda, BNN dan 
Beacukai memiliki peran 
yang sangat krusial dalam 
pemberantasan narkoba, bu-
kan hanya sekadar tugas se-
mata tetapi merupakan misi 
untuk melindungi generasi 
muda dan menjaga keama-
nan nasional,” tegasnya.*/YAT

PERSONEL Satgas II Preemtif Ops Madago Raya saat menyamban-
gi Helmi Abdun, tokoh masyarakat Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi 
pada Sabtu (27/12/2025). FOTO: SATGAS MADAGO RAYA

BANGUN SINERGI KAMTIBMAS

Satgas Madago Raya Ajak 
Tokoh Masyarakat Tolak 
Radikalisme di Parmout

WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf bersama Forkopimda saat 
berdialog bersama personel gabungan di Pospam Kota Palu, Rabu (31/12/2025) malam. FOTO: 
BIDHUMAS POLDA SULTENG

MALAM PERGANTIAN TAHUN

Wakapolda Sulteng dan Danrem Cek Pospam di Kota Palu

gangguan yang dapat meng-
hambat aktivitas masyara-
kat, khususnya di malam 
pergantian tahun.

Menurutnya, pengama-
nan bukan sekadar soal ke-
tertiban, tetapi juga tentang 
menghadirkan rasa aman, 
ketenangan, dan keperca-
yaan di tengah masyarakat.

“Kehadiran kita di lapan-
gan harus memberi rasa 
nyaman. Layani masyarakat 
dengan hati, tetap santun, 
dan jaga kesehatan agar 
tugas pengabdian ini dapat 
berjalan maksimal,” pesan 
Wakapolda kepada para 
personel.

Melalui pemantauan ter-

sebut, diharapkan seluruh 
rangkaian pengamanan ma-
lam Tahun Baru di Kota Palu 
dapat berlangsung aman, 
tertib, dan penuh kedamai-
an, seiring semangat keber-
samaan antara aparat dan 
masyarakat dalam menyam-
but tahun yang baru dengan 
harapan dan optimisme.*/YAT

SULTENG RAYA – PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI sebagai 
bagian dari Danantara terus 
menunjukkan komitmennya 
dalam mendukung pemuli-
han pascabencana di wilay-
ah Sumatra. 

Kali ini, BRI dibawah 
koordinasi Danantara In-
donesia dan dalam payung 
BUMN Peduli turut mendu-
kung pembangunan Rumah 
Hunian Danantara (Hunta-
ra) yakni hunian layak se-
mentara untuk memastikan 
keberlanjutan kehidupan 
masyarakat terdampak ben-
cana di Kabupaten Aceh 
Tamiang, Aceh. 

Dukungan BRI beserta 
Himpunan Bank Milik Ne-
gara (Himbara) lainnya pada 
pembangunan Huntara ini 
adalah dari sisi pembiayaan 
dan pemenuhan kebutuhan 
logistik.

Pembangunan Huntara 
dimulai pada 24 Desem-
ber 2025 dan menunjukkan 
percepatan signifikan. Se-
banyak 600 unit akan dise-
rahkan kepada Pemerintah 
Daerah pada 8 Januari 2026 
untuk selanjutnya diberikan 
kepada warga terdampak. 

Pembangunan akan dilan-
jutkan dengan target 15.000 
unit dalam tiga bulan ke 
depan guna memastikan ke-
tersediaan hunian layak se-
mentara bagi keluarga yang 
terdampak secara langsung. 

Seluruh Huntara diban-
gun sesuai standar kelaya-
kan hunian darurat, men-
cakup struktur yang aman, 
akses air bersih, fasilitas 
sanitasi, pasokan listrik, 
serta dukungan layanan 
kesehatan. Kawasan huni-
an juga dilengkapi fasilitas 
umum seperti klinik, taman 
bermain, serta akses internet 
dan listrik tanpa biaya untuk 
menunjang aktivitas sosial 
masyarakat.

Pada kunjungannya ke 
Aceh Tamiang (1/1/2026), 
Presiden RI Prabowo mene-

gaskan bahwa tujuan negara 
adalah secepatnya bekerja 
untuk meringankan pende-
ritaan masyarakat. 

“Danantara Indonesia 
membuktikan bahwa kita 
bisa membangun 600 hu-
nian, semua pihak telah 
bekerja dengan gemilang, 
dengan cepat,” tambah Pre-
siden Prabowo.

Chief Executive Officer 
(CEO) Danantara Indonesia 
Rosan Roeslani menyampai-
kan bahwa pencapaian pem-
bangunan Huntara hingga 
awal tahun ini tidak terlepas 
dari kerja keras dan sinergi 
lintas pihak, khususnya 
peran aktif BUMN dalam 
mendukung eksekusi di 
lapangan. 

“Target pembangunan 
Rumah Hunian Danantara 
di Aceh Tamiang ditetapkan 
secara jelas sejak awal, dan 
capaian hingga 1 Januari 
2026 menunjukkan komit-
men kuat seluruh pihak 
untuk menepatinya. BUMN 
bergerak cepat, bekerja di 
lapangan dalam kondisi 
yang tidak mudah, untuk 
memastikan masyarakat 
segera mendapatkan hunian 
yang layak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rosan me-
nekankan bahwa Huntara 
bukan sekadar solusi jangka 
pendek, melainkan bagian 
dari tahapan pemulihan 
yang lebih besar. 

“Huntara ini menjadi 
jembatan penting menuju 
fase hunian permanen dan 
pemulihan ekonomi masy-
arakat. Karena itu, kualitas 
dan keberlanjutan tetap 
menjadi perhatian utama,” 
tambahnya.

Pembangunan tahap per-
tama Huntara merupakan 
hasil kolaborasi BUMN yang 
bergerak cepat di bawah 
koordinasi Danantara Indo-
nesia dan program payung 
BUMN Peduli. PT Perkebu-
nan Nusantara III (Persero) 
menyediakan lahan untuk 
pembangunan, sementara 

tujuh BUMN Karya terlibat 
dalam konstruksi ratusan 
unit Huntara dengan sis-
tem percepatan dan mo-
dular—dipimpin oleh PT 
Hutama Karya (Persero) 
sebagai koordinator lapan-
gan, bersama PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk, PT 
Brantas Abipraya (Persero), 
PT PP (Persero) Tbk, PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk, 
PT Adhi Karya (Persero) 
Tbk, dan PT Nindya Karya 
(Persero). Dukungan infrast-
ruktur dasar turut diperkuat 
oleh PT PLN (Persero) yang 
memastikan ketersediaan 
listrik, serta PT Telkom In-
donesia (Persero) Tbk yang 
menghadirkan konektivitas 
komunikasi di kawasan 
Huntara. Di sisi pembiayaan 
dan pemenuhan kebutuhan 
logistik, Himpunan Bank 
Milik Negara (Himbara) — 
melalui Bank Mandiri, BRI, 
BNI, BTN, dan BSI turut 
mengerahkan sumber daya 
untuk mempercepat pemuli-
han dan memastikan proses 
pembangunan berjalan ber-
kelanjutan.

Dony Oskaria, Chief Ope-
rating Officer (COO) Danan-
tara Indonesia, menyoroti 
disiplin eksekusi dan in-
tensitas kerja BUMN dalam 
mengejar target waktu yang 
ketat. 

“Pembangunan Rumah 
Hunian Danantara dilaku-
kan dalam rentang waktu 
yang sangat terbatas. BUMN 
bekerja dengan intensitas 
tinggi, melakukan perce-
patan konstruksi, pengad-
aan material, hingga penga-
wasan mutu secara simultan 
agar target dapat tercapai 
sebelum awal tahun,” je-
lasnya.

Menurut Dony, koordi-
nasi erat antara Danantara 
Indonesia dan BUMN pe-
laksana, pemerintah daerah, 
dan kementerian menjadi 
faktor utama dalam menjaga 
progres pembangunan tetap 
sesuai rencana. 

Single Investor Identificati-
on (SID) yang mencapai 20,2 
juta SID atau meningkat 36 
persen secara ytd, dengan 
dominasi investor berusia 
di bawah 40 tahun.

Meski demikian, OJK me-
nilai masih terdapat ruang 
penguatan, terutama pada 
kinerja indeks LQ45 yang 
tumbuh 2,41 persen, serta 
kontribusi pasar saham ter-
hadap PDB yang mencapai 
72 persen, namun masih 
berada di bawah negara ka-
wasan seperti India (140 per-
sen), Thailand (101 persen), 
dan Malaysia (97 persen). 

Selain itu, porsi transaksi 
investor ritel yang mening-
kat dari 38 persen di akhir 
2024 menjadi 50 persen di 
2025, mempertegas urgensi 
penguatan perlindungan in-
vestor dari praktik transaksi 
tidak wajar dan manipulasi 
pasar.

Arah Kebijakan Pasar Modal 
Indonesia 2026

Memasuki 2026,  OJK 
bersama Self-Regulatory 
Organization (SRO) berko-
mitmen mengimplemen-
tasikan berbagai program 
strategis yang fokus pada 
peningkatan integritas dan 
kedalaman pasar. 

Pertama, peningkatan ku-
alitas perusahaan tercatat 
melalui penyempurnaan 
kebijakan secara menyeluruh 
dari entry requirement, pe-
ningkatan free float atau 
floating shares termasuk con-
tinuous free float, mening-
katkan transparansi ultimate 
beneficial owner sampai exit 
policy yang jelas. 

Mahendra mengatakan, 
peningkatan transparansi 
ultimate beneficial owner 
untuk perusahaan tercatat 
diperlukan untuk memini-
malisasi transaksi efek yang 
tidak wajar dan meningkat-
kan likuiditas real di pasar 
sekaligus menjawab keragu-
an investor dan lembaga 
internasional.

Kedua, peningkatan ba-
sis investor baik domestik 
maupun asing. Program 
ini dilaksanakan melalui 
peningkatan peran investor 
istitusi terutama reksa dana, 
asuransi, dan dana pensiun, 
termasuk peningkatan basis 
investor baik domestik mau-
pun asing. 

Program ini dilaksanakan 
melalui peningkatan peran 
investor istitusi terutama 
reksa dana, asuransi, dan 
dana pension yang dinilai 
semakin siap kembali mem-
perbesar alokasi investasi 
di pasar modal secara sehat 
sesuai praktik manajemen 
risiko yang baik.

Ketiga, adopsi melaksa-
nakan reformasi tata kelola 
pasar saham terkini anta-
ra lain melalui penguatan 

aspek transparansi kuali-
tas disclosure dan disiplin 
pengelolaan perusahaan 
yang mampu meningkatkan 
kepercayaan investor dan 
mendorong pertumbuhan 
pasar yang berkelanjutan.

Terakhir, penguatan ma-
najemen risiko dan tata ke-
lola teknologi informasi. 
OJK juga telah mengenakan 
berbagai langkah pengenaan 
sanksi dan hukuman di pa-
sar modal antara lain denda 
kepada 121 pihak pencabu-
tan izin, 6 pihak surat perin-
gatan dan perintah tertulis 
termasuk keterlambatan 
terhadap 638 pelaku usaha.

Melengkapi inisiatif ini 
OJK bersama Kementerian 
Lingkungan Hidup dan BEI 
membangun Sistem Registri 
Unit Karbon (SRUK) sebagai 
tindak lanjut Peraturan Pre-
siden Nomor 110 Tahun 2025 
tentang Penyelenggaraan 
Instrumen Nilai Ekonomi 
Karbon dan Pengendalian 
Emisi Gas Rumah Kaca Na-
sional (Perpres 110/2025), 
termasuk penyesuaian POJK 
Nomor 14 Tahun 2023 ten-
tang Perdagangan Karbon 
(POJK 14/2023), guna meng-
hadirkan sistem registri 
dan pencatatan unit karbon 
yang kredibel, transparan, 
dan interoperable dengan 
standar global, demi men-
dorong pendalaman pasar 
dan percepatan ekonomi 
hijau Indonesia.

OJK juga memastikan 
keberlanjutan perlakuan 
khusus bagi nasabah dan 
pemegang polis terdampak 
bencana di Aceh, Suma-
tera Utara, dan Sumatera 
Barat sejak 10 Desember 
2025, sebagai aktivasi cepat 
POJK Nomor 19 Tahun 2022 
tentang Perlakuan Khusus 
untuk Lembaga Jasa Keuan-
gan (LJK) pada Daerah dan 
Sektor Tertentu di Indonesia 
yang Terkena Dampak Ben-
cana (POJK 19/2022), men-
cakup restrukturisasi kredit 
yang tetap dikategorikan 
lancar, penilaian kualitas 
kredit berbasis ketepatan 
pembayaran, serta perce-
patan dan simplifikasi klaim 
di sektor perasuransian.

OJK menegaskan komit-
men untuk terus memper-
kuat sinergi industri dalam 
mewujudkan Pasar Modal 
Indonesia yang likuid, efi-
sien, transparan, berintegri-
tas, dan berdaya saing glo-
bal, sekaligus menjadi pilar 
pembiayaan pertumbuhan 
ekonomi, pembangunan 
berkelanjutan, dan ekonomi 
hijau nasional. OJK akan 
terus memantau dinamika 
global dan domestik, serta 
mengambil langkah yang 
diperlukan guna menjaga 
stabilitas dan pertumbuhan 
industri pasar modal yang 
sehat dan berkelanjutan. RHT

PRESIDEN Prabowo meninjau Pembangunan Huntara di Aceh. FOTO: DOK. BRI

PEMULIHAN BENCANA SUMATRA

BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara 

“Ini adalah contoh kon-
kret bagaimana BUMN men-
jalankan peran strategisnya 
sebagai perpanjangan tan-
gan negara, bukan hanya 
berorientasi pada bisnis, 
tetapi juga pada kepentin-
gan sosial dan kemanusi-
aan,” ujarnya.

Corporate Secretary BRI 
Dhanny mengungkapkan 
bahwa kontribusi BRI pada 
pembangunan Huntara ini 
merupakan bagian dari ko-
mitmen nyata BRI dalam 
mendukung pemulihan pa-
scabencana. 

“Sebagai bagian dari 
Danantara, BRI turut mem-
berikan dukungan nyata 
dalam program ini guna 
mempercepat pemulihan 
dan rehabilitasi masyarakat 
di wilayah terdampak ben-
cana,” jelasnya. 

Kawasan Huntara sendiri 
dilengkapi berbagai sarana 
dan prasarana pendukung, 
antara lain toilet, fasilitas 
sanitasi, serta fasilitas iba-
dah seperti mushola dan 
fasilitas pendukung lainnya 
guna menunjang aktivitas 
sehari-hari masyarakat.

“Huntara memiliki fung-
si penting sebagai tempat 
tinggal transisi yang aman, 
layak, dan manusiawi bagi 
masyarakat terdampak ben-
cana. Melalui kontribusinya 
dalam pembangunan Hun-
tara ini, BRI berharap dapat 
membantu masyarakat me-
menuhi kebutuhan dasar 
tempat tinggal sambil men-

unggu proses pembangunan 
hunian permanen,” ujar 
Dhanny.

Sebelumnya, BRI Group 
telah melaksanakan 40 aksi 
tanggap darurat di berbagai 
wilayah Sumatera dengan 
dukungan 10 unit posko ben-
cana. Bantuan yang disalur-
kan meliputi 6.500 paket 
makanan siap santap, 85.000 
paket sembako, 950 paket 
survival kit, serta dukungan 
logistik berupa 600 unit hu-
nian sementara (huntara), 10 
tenda dan 1.680 unit kasur 
serta selimut. Untuk men-
dukung aspek kesehatan 
dan sanitasi, BRI Group 
juga mendistribusikan 33 
truk air bersih, 4.850 paket 
obat-obatan, dan 7.000 unit 
peralatan kebersihan, serta 
mengerahkan 5 unit perahu 
karet untuk menjangkau 
wilayah terdampak banjir. 
Secara keseluruhan, program 
ini telah menjangkau 100.250 
jiwa penerima manfaat.

Di samping itu, sejumlah 
posko bencana yang didi-
rikan BRI juga dilengkapi 
dengan layanan kesehatan 
dasar, dapur umum, distri-
busi logistik, serta program 
Trauma Healing Anak yang 
dilaksanakan secara rutin 
bekerja sama dengan mitra 
komunitas. 

Kehadiran posko ini di-
harapkan dapat menjadi 
pusat pemulihan terpadu 
bagi masyarakat, khususnya 
anak-anak, pada masa-masa 
krusial pascabencana. RHT
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REFLEKSI AKHIR TAHUN

Momentum Strategis Pelindo Lakukan 
Evaluasi dan Perkuat Sinergi 

Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) dalam menge-
lola pengeluaran di awal 
tahun, sehingga daya beli 
tetap terjaga dan stabilitas 
ekonomi nasional dapat 
dipertahankan.

Mendukung kebijakan 
tersebut, Direktur Utama 
PLN, Darmawan Prasod-
jo, menyampaikan bahwa 
keputusan tarif listrik Tri-
wulan I 2026 yang tidak 

mengalami kenaikan akan 
memberikan ruang bagi 
masyarakat dan UMKM 
untuk mengelola pengelu-
aran dengan lebih baik di 
awal tahun, ketika aktivitas 
rumah tangga dan usaha 
kembali berjalan.

“Awal tahun cenderung 
diiringi berbagai kebutuhan 
rumah tangga dan aktivitas 
usaha yang kembali ber-
jalan. Dengan tarif listrik 

yang tidak naik, masyarakat 
memiliki kepastian dalam 
mengatur pengeluaran se-
hingga daya beli dapat tetap 
terjaga,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan, pihaknya 
senantiasa berkomitmen 
menjaga pasokan listrik 
tetap andal, meningkatkan 
kualitas pelayanan, serta 
mengoptimalkan efisiensi 
operasional agar seluruh 
pelanggan dapat menikmati 

layanan yang aman dan ber-
kelanjutan.

“Bagi Kami, listrik bukan 
sekadar layanan, tetapi fon-
dasi aktivitas sehari-hari 
masyarakat. Karena itu, 
kami memastikan pasokan 
listrik terus andal dan la-
yanan terus ditingkatkan, 
agar masyarakat dapat men-
jalani awal tahun dengan 
lebih tenang dan produktif,” 
tutup Darmawan.*HJ

Ia menegaskan Kemen-
kum Sulteng siap memas-
tikan seluruh proses pen-
daftaran IG berjalan terarah 
sesuai standar nasional.

Sementara itu, Yayasan 
Ekologi Nusantara Lestari 
(Ekonesia) bersama BAPPE-
RIDA Kabupaten Sigi telah 
melaksanakan kajian IG 
Kopi Arabika Dombu Sigi.

Berdasarkan hasil riset, 
cakupan nama Indikasi Geo-
grafis meliputi green beans, 
roasted beans, dan groun-
ded coffee yang seluruhnya 
berasal dari tiga wilayah 

utama, yakni Desa Dombu, 
Desa Lewara, dan Desa Soi 
di Kabupaten Sigi.

Kopi Arabika Dombu Sigi 
tercatat memiliki nilai final 
score sebesar 83,3, sehingga 
masuk kategori kopi kualitas 
premium dan berpotensi 
kuat menembus pasar nasi-
onal maupun internasional.

Selain itu, hasil penelitian 
juga mencatat karakteristik 
tanah di wilayah penghasil 
Kopi Arabika Dombu Sigi 
memiliki pH sebesar 5,47 
yang dinilai ideal untuk 
budidaya kopi arabika.

Seluruh hasil kajian telah di-
tuangkan ke dalam dokumen 
deskripsi Indikasi Geografis 
dan telah diterima secara res-
mi oleh Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual.

Kakanwil menjelaskan 
penguatan Masyarakat Perl-
indungan Indikasi Geografis 
(MPIG) dan penerapan SOP 
yang konsisten akan menja-
di kunci agar Kopi Arabika 
Dombu Sigi benar-benar 
diakui sebagai produk ber-
kualitas dan berdaya saing 
tinggi.

Ia menyebut MPIG men-

jadi langkah strategis untuk 
menjaga mutu, identitas, 
dan keberlanjutan Kopi Ara-
bika Dombu Sigi. Selain 
itu, penerapan SOP mulai 
dari proses panen hingga 
pengolahan menjadi pro-
duk siap jual penting untuk 
memastikan konsistensi ku-
alitas produk.

“Kami siap mendampin-
gi hingga pendaftaran IG 
rampung, yang diharapkan 
dapat memperkuat posisi 
komoditas lokal Sulawesi 
Tengah di tingkat nasional 
maupun global,” ujarnya. ANT

Sepanjang 2025, Satlan-
tas Polres Parigi Moutong 
menangani 136 kasus kece-
lakaan lalu lintas, menurun 
dibandingkan tahun 2024 
yang mencapai 140 kasus. 

Namun, kerugian mate-
riil justru meningkat sig-
nifikan, dari Rp512.200.000 
p a d a  2 0 2 4  m e n j a d i 
Rp665.030.000 di tahun 
2025.

“Ini menunjukkan bahwa 
dampak kecelakaan tidak 
hanya pada keselamatan 
jiwa, tetapi juga kerugian 
ekonomi yang cukup be-
sar,” jelas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Lan-
tas Polres Parigi Moutong, 
IPTU Dwiwahyu Sagita 
Ramadhan, S.Tr.K., mema-
parkan secara rinci penan-
ganan perkara kecelakaan 
lalu lintas sepanjang tahun 
2025.

Dari 136 perkara, terd-
apat satu perkara P21, 46 
perkara SP3, dan 78 per-
kara diselesaikan melalui 
restorative justice (RJ). Se-
lain itu, enam kasus masih 
dalam proses, empat di 
antaranya mengarah pada 
penyelesaian kekeluargaan, 
sementara dua kasus lain-
nya dilanjutkan ke tahap 
penyidikan.

“Dua kasus yang kami 
proses hingga penyidikan 
terjadi di TKP Boyantongo 
dengan korban Warga Ne-
gara Asing, serta satu kasus 
lainnya di Desa Sausu Ta-
liabo,” terang Kasat Lantas.

Berdasarkan data usia 
korban kecelakaan lalu 
lintas selama tahun 2025, 
kelompok usia produktif 
masih mendominasi.

Rinciannya, usia 5–15 
tahun sebanyak 21 orang, 
16–25 tahun sebanyak 18 
orang, 26–30 tahun men-
capai 112 orang, 31–40 
tahun 25 orang, 41–50 tahun 
29 orang, dan usia di atas 51 
tahun sebanyak 68 orang.

“Ini menjadi alarm bagi 
kita semua bahwa penggu-
na jalan dari berbagai usia, 
khususnya usia produktif, 
masih sangat rentan ter-
hadap kecelakaan,” ujar 
IPTU Dwiwahyu.

Kasat Lantas juga men-
gungkap sejumlah titik ra-
wan kecelakaan di wilayah 
Parigi Moutong, di anta-
ranya Desa Sausu Taliabo, 
Kecamatan Sausu, karena 
kondisi jalan yang sempit 
dan rusak. Selain itu, Ke-
camatan Tinombo Selatan 
juga menjadi daerah rawan 
karena jalan yang lebar 

dan mulus justru mem-
buat pengendara lengah, 
serta wilayah Kecamatan 
Moutong. 

Untuk daerah rawan ban-
jir dan longsor, Satlantas 
mencatat Jalan Trans Sula-
wesi Desa Suli Kecamatan 
Balinggi, Km 8 Jalur Kebun 
Kopi Desa Toboli Barat 
Kecamatan Parigi Utara, 
serta jalan Pasir Putih Desa 
Tinombala Kecamatan Me-
panga.

“Untuk jalur rawan po-
hon tumbang berada di 
Jalan Trans Sulawesi jalur 
Kebun Kopi Km 5, 7, 8, dan 
11 Desa Toboli Barat. Kami 
mengimbau masyarakat 
agar lebih berhati-hati, teru-
tama saat hujan dan angin 
kencang,” tegasnya.

Sebagai Kasat Lantas 
yang baru menjabat, IPTU 
Dwiwahyu menegaskan 
komitmennya untuk me-
nekan angka kecelakaan 
melalui program edukasi 
ke sekolah-sekolah.

“Kami akan menginten-
sifkan edukasi tertib ber-
lalu lintas melalui Kanit 
Kamsel, sekaligus mengim-
bau orang tua agar tidak 
mengizinkan anak-anak 
membawa sepeda motor ke 
sekolah,” pungkasnya. AJI

warga Aceh dan Sumatera 
banyak memberikan bantu-
an kepada kita,” kata Vera 
saat ditemui awak media di 
Banawa, Kamis.

Ia mengemukakan agar 
seluruh PNS dan PPPK di 
lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Donggala untuk 
berpartisipasi aktif dalam 
penggalangan donasi ber-
temakan Charity for Aceh 
dan Sumatera.

“Jadi ini sebagai ben-
tuk kepedulian terhadap 
korban bencana banjir di 
Aceh, Sumut dan Sumbar. 
Saya menginstruksikan 
ASN di Donggala untuk 
ikut mendonasikan uang 

sebesar Rp20.000 per orang 
bagi saudara-saudara kita 
di Aceh dan Sumatera,” 
ucapnya. 

Menurut dia,  ajakan 
untuk berdonasi itu juga 
berlaku untuk masyarakat 
umum sehingga bisa ikut 
memberikan kontribusi dan 
meringankan beban korban 
bencana tersebut.

“Alhamdulillah kegiatan 
penggalangan dana un-
tuk korban banjir ini juga 
dirangkaikan dengan doa 
bersama lintas agama yang 
diikuti unsur Forkopimda 
sebagai simbol solidaritas 
spiritual bagi seluruh kor-
ban bencana di Aceh dan 

Sumatera,” sebutnya.
Diketahui jumlah donasi 

yang terkumpul pada pera-
yaan malam tahun baru itu 
mencapai Rp300 juta.

Penggalangan donasi 
pun dilakukan secara di-
gital menggunakan QRIS 
maupun metode konven-
sional.

“Melalui festival ini, 
pemerintah daerah men-
unjukkan perayaan akhir 
tahun tidak hanya tentang 
hiburan, tetapi juga dapat 
menjadi momentum untuk 
menumbuhkan empati, 
solidaritas, dan kepedu-
lian kemanusiaan,” kata 
dia. *ANT

medis.
Gubernur menegaskan 

bahwa bantuan ambulans 
itu akan terus berlanjut hing-
ga lima tahun ke depan se-
bagai bagian dari komitmen 
jangka panjang Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Ia menargetkan ke depan 
tidak ada lagi warga desa 
yang kesulitan mendapat-
kan angkutan kesehatan, 
terutama bagi pasien gawat 
darurat dan ibu melahirkan.

Ia juga mengingatkan se-
luruh penerima agar tidak 
mencabut stiker atau iden-
titas Berani Sehat yang ter-
pasang di ambulans.

Menurutnya, branding 
tersebut menjadi bagian 
penting dari sosialisasi pro-
gram pemerintah kepada 
masyarakat luas.

“Jangan dicabut stikernya. 
Ini bukan sekadar atribut, 
tetapi bukti bahwa program 
Berani Sehat sudah hadir 

sampai ke desa-desa. Masy-
arakat perlu tahu dan meli-
hat langsung manfaatnya,” 
katanya.

Adapun penerima 12 unit 
mobil ambulans tahap ke-
dua ini meliputi Masjid 
Nurul Amin, Masjid Itti-
hadul Khairat, Masjid Al 
Muhajirin, Masjid Al-Ik-
hlas, Masjid Al Muhajirin, 
GPI Jemaat Ekklesia, Masjid 
At-Taufiq, Masjid Agung 
Banggai Laut, Masjid Nur 

Jamah, Yayasan Majelis Itti-
hadul Ummat Muhammad 
SAW, Yayasan Jaringan Se-
kolah Islam Terpadu (JSIT) 
Sulawesi Tengah, serta Ya-
yasan Basabas.

“Daerah yang jauh dan 
sulit, segera ajukan permo-
honan. Kita prioritaskan 
wilayah yang benar-benar 
membutuhkan agar masya-
rakat kita tidak lagi terken-
dala saat ingin berobat,” 
katanya. ANT

tangani oleh operator Com-
mand Center. Namun, jika 
laporan berkaitan dengan 
persoalan teknis atau ke-
wenangan OPD tertentu, 
seperti perizinan dan lay-
anan sektoral, laporan akan 
diteruskan kepada OPD 
terkait. Untuk mendukung 
hal tersebut, setiap OPD 
telah menyiapkan operator 
khusus.

Sistem ini juga dilengkapi 
dengan klasifikasi status 
laporan, mulai dari men-
unggu, dalam progres, se-
lesai, hingga ditolak. Fitur 
penolakan disiapkan untuk 
menyaring laporan yang 
tidak relevan atau bersifat 
iseng, sehingga pelayanan 
tetap fokus dan efektif.

Guna memastikan keadi-
lan dan profesionalisme, 
Command Center BERA-

NI Samporoa dilengkapi 
scoring system bagi opera-
tor Command Center dan 
operator OPD. Sistem ini 
mengukur kecepatan dan 
kualitas tindak lanjut lapo-
ran, sehingga tidak terjadi 
saling lempar tanggung 
jawab.

Untuk operator Com-
mand Center, waktu res-
pons ditetapkan mulai dari 
5 menit hingga maksimal 60 
menit per laporan. Semen-
tara itu, penilaian bagi OPD 
disesuaikan dengan karak-
teristik dan kompleksitas 
masing-masing layanan.

Dalam sambutannya, Gu-
bernur Anwar Hafid mene-
gaskan bahwa keberhasilan 
Command Center BERANI 
Samporoa sangat ditentu-
kan oleh validitas data yang 
dimiliki perangkat daerah.

“Secanggih apa pun sis-
tem ini, kalau datanya tidak 
valid, maka tidak akan 
efektif. Karena itu saya 
meminta seluruh pimpinan 
OPD dalam tiga bulan ke 
depan serius melakukan 
pembenahan dan pembar-
uan data,” tegas Gubernur.

Ia juga menyampaikan 
harapan agar ke depan 
Command Center ini dapat 
terhubung dengan peme-
rintah kabupaten/kota 
hingga instansi vertikal, 
sehingga laporan masya-
rakat yang berada di luar 
kewenangan provinsi tetap 
dapat ditindaklanjuti secara 
cepat dan tepat.

Nama Samporoa, yang 
berarti berteman, dipilih 
sebagai simbol kedekatan 
pemerintah dengan masy-
arakat. Melalui layanan 

ini, masyarakat diharapkan 
merasa memiliki ruang 
untuk menyampaikan aspi-
rasi, keluhan, dan persoalan 
secara terbuka.

“Command Center ini 
adalah pusat kendali pelay-
anan kita. Ibarat tubuh ma-
nusia, inilah otaknya. Mari 
kita jaga dan manfaatkan 
bersama demi pelayanan 
publik yang semakin baik,” 
ujar Gubernur.

Peresmian Command 
Center BERANI Samporoa 
ditandai dengan prosesi 
launching melalui layar 
sentuh oleh Gubernur Su-
lawesi Tengah, didampingi 
Wakil Gubernur, Sekretaris 
Daerah, dan Kepala Dinas 
Kominfo, sebagai tanda 
dimulainya operasional 
layanan publik digital ter-
sebut.*WAN

SULTENG RAYA – Me-
nutup tahun 2025 sekali-
gus menyongsong tahun 
baru 2026, PT Pelabuhan 
Indonesia (Persero) atau 
Pelindo menggelar kegi-
atan “Refleksi Akhir Tahun 
2025 dan Menyongsong 
Harapan Baru 2026” yang 
berlangsung di Makassar, 

Rabu (31/12/2025). 
Kegiatan ini  menjadi 

momentum strategis bagi 
Pelindo untuk melakukan 
evaluasi kinerja, memper-
kuat sinergi dengan para 
pemangku kepentingan, 
serta menegaskan komitmen 
perusahaan dalam meng-
hadapi tantangan dan pelu-

ang industri kepelabuhanan 
ke depan.

Kegiatan refleksi akhir 
tahun ini dihadiri oleh jaja-
ran Komisaris, Direksi, dan 
Manajemen Pelindo Group, 
seluruh pengelola Terminal 
Peti Kemas Pelindo Group 
yang diikuti secara hybrid, 
serta para stakeholder, aso-

siasi, dan pengguna jasa 
pelabuhan.

Di mana kehadiran lintas 
elemen ini mencerminkan 
semangat kolaborasi Pelindo 
dalam membangun ekosis-
tem kepelabuhanan nasional 
yang terintegrasi, andal, dan 
berdaya saing global.

Rangkaian kegiatan dia-

wali dengan CEO Direction 
yang disampaikan oleh 
Direktur Utama Pelindo, 
Arif Suhartono. Dalam ara-
hannya, Arif menegaskan 
bahwa tahun 2025 menjadi 
fase penting bagi Pelindo 
dalam memperkuat fondasi 
transformasi pascamer-
ger, khususnya pada aspek 
standarisasi layanan, inte-
grasi sistem, peningkatan 
kinerja operasional, serta 
penguatan budaya kerja 
yang berorientasi pada ke-
selamatan, integritas, dan 
pelayanan prima.

“Refleksi akhir tahun 
bukan hanya tentang me-
lihat ke belakang, tetapi 
juga memastikan bahwa 
setiap pembelajaran di 
tahun 2025 menjadi pijakan 
kuat untuk melangkah 
lebih maju di tahun 2026. 
Pelindo harus terus berge-
rak adaptif, inovatif, dan 
kolaboratif agar mampu 
menjawab dinamika global 
dan kebutuhan pengguna 
jasa,” ujar Arif.

Dia juga menekankan 
pentingnya peran sumber 
daya manusia sebagai mo-
tor penggerak transformasi. 
Menurutnya, kinerja Pelin-
do tidak hanya diukur dari 
capaian operasional dan 
finansial, tetapi juga dari 
sejauh mana perusahaan 
mampu menghadirkan 
manfaat sosial bagi masy-
arakat serta membangun 
kepercayaan publik melalui 
tata kelola perusahaan yang 
baik.

Sebagai wujud komitmen 
tersebut, dalam rangkai-
an kegiatan refleksi akhir 
tahun ini, Pelindo juga 
melaksanakan agenda 
Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL). 
Agenda TJSL ini meliputi 
Bantuan Renovasi Panti 
Asuhan dan Santunan ke-
pada Anak Yatim Piatu, 
sebagai bagian dari kont-
ribusi nyata Pelindo dalam 
mendukung kesejahteraan 
sosial masyarakat, khu-
susnya di wilayah sekitar 
pelabuhan.

Kegiatan kemudian di-
lanjutkan dengan doa bers-
ama sebagai ungkapan rasa 
syukur atas perjalanan pe-

rusahaan sepanjang tahun 
2025 sekaligus memohon 
kelancaran dan keberkahan 
dalam mengarungi tahun 
2026. Suasana khidmat 
dan penuh kebersamaan 
menjadi refleksi nilai spi-
ritual yang terus dijaga 
Pelindo dalam menjalankan 
perannya sebagai BUMN 
strategis.

Rangkaian acara berlan-
jut dengan Showcase Re-
mote Planning and Control 
(PnC) Makassar New Port 
(MNP). Dalam sesi ini, para 
peserta mendapatkan gam-
baran langsung mengenai 
sistem perencanaan dan 
pengendalian operasional 
yang diterapkan di Ma-
kassar New Port sebagai 
salah satu proyek strategis 
nasional Pelindo.

Showcase remote ini me-
negaskan komitmen Pelin-
do dalam mengoptimalkan 
pemanfaatan teknologi dan 
digitalisasi untuk mening-
katkan efisiensi, transpa-
ransi, serta keandalan lay-
anan kepelabuhanan.

Selain itu, Pelindo juga 
menggelar diskusi dan 
interaksi dengan seluruh 
terminal peti kemas Pelin-
do Group secara hybrid. 
Forum ini menjadi wadah 
berbagi praktik terbaik, 
menyelaraskan strategi 
operasional, serta memper-
kuat koordinasi lintas wi-
layah dalam menghadapi 
tantangan logistik nasional 
dan global. Diskusi yang 
melibatkan stakeholder, 
asosiasi, dan pengguna jasa 
pelabuhan ini diharapkan 
mampu menghasilkan ma-
sukan konstruktif bagi pe-
ningkatan kualitas layanan 
Pelindo ke depan.

Executive Director 4 Pe-
lindo Regional 4, Abdul 
Azis, dalam kesempatan 
tersebut menyampaikan 
bahwa Makassar sebagai 
hub strategis Kawasan Ti-
mur Indonesia (KTI) me-
miliki peran penting dalam 
mendukung konektivitas 
logistik nasional. Oleh ka-
rena itu, sinergi antara Pe-
lindo, pengguna jasa, dan 
seluruh pemangku kepen-
tingan menjadi kunci utama 
dalam menjaga kelancaran 

dan keberlanjutan operasi-
onal pelabuhan.

“Refleksi akhir tahun ini 
menjadi ruang konsolidasi 
sekaligus penguatan ko-
mitmen bersama. Kami di 
Regional 4 siap mendukung 
arah kebijakan perusahaan 
dengan terus meningkat-
kan kualitas layanan, ke-
selamatan kerja, serta kola-
borasi dengan stakeholder 
dan customer pelabuhan,” 
ungkap Abdul Azis.

Dia juga menambah-
kan bahwa transformasi 
yang dijalankan Pelindo 
tidak hanya berfokus pada 
pembangunan infrastruk-
tur fisik, tetapi juga pada 
penguatan sistem, proses 
bisnis, dan budaya kerja 
yang adaptif terhadap pe-
rubahan.

Memasuki sesi berikut-
nya, kegiatan dilanjutkan 
dengan Leadership Talk 
yang menghadirkan dialog 
inspiratif antara pimpinan 
dan insan Pelindo. Sesi ini 
menjadi ruang interaksi 
terbuka untuk membahas 
tantangan kepemimpinan, 
pengembangan sumber 
daya manusia, serta pen-
tingnya nilai integritas, 
kolaborasi, dan inovasi 
dalam menghadapi tahun 
2026.

Rangkaian kegiatan Re-
fleksi Akhir Tahun 2025 
dan Menyongsong Hara-
pan Baru 2026 kemudian 
ditutup dengan malam ra-
mah tamah yang berlangs-
ung dalam suasana hangat 
dan penuh kebersamaan. 
Momen ini menjadi simbol 
soliditas Pelindo Group 
dalam menatap masa de-
pan dengan semangat baru, 
optimisme, dan tekad un-
tuk terus memberikan kon-
tribusi terbaik bagi bangsa 
dan negara melalui sektor 
kepelabuhanan.

Melalui kegiatan ini, Pe-
lindo berkomitmen untuk 
terus tumbuh berkelan-
jutan, menghadirkan lay-
anan kepelabuhanan yang 
andal dan berdaya saing, 
serta memberikan nilai 
tambah bagi masyarakat 
dan perekonomian nasional 
di tahun 2026 dan sete-
rusnya. * WAN

SUASANA Kegiatan Refleksi Akhir Tahun PT Pelindo, Rabu (31/12/2025). FOTO: DOK. PT PELINDO
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Gedung tiga lantai terse-
but resmi dibuka dan mulai 
difungsikan sebagai etalase 
produk lokal yang diharap-
kan menjadi pusat promosi 
sekaligus pengembangan 
usaha masyarakat. 

Peresmian ini menandai 
komitmen Pemerintah Kota 
Palu dalam memperkuat 
promosi produk daerah 
serta mendorong pertum-
buhan ekonomi kreatif di 
Kota Palu.

Pada lantai pertama, Ge-
dung Baruga difungsikan 
sebagai pusat penjualan 
produk makanan, jajanan, 
serta aneka oleh-oleh khas 
Kota Palu. 

Sementara itu, lantai ke-
dua menghadirkan berag-
am produk olahan industri 
kreatif, mulai dari kerajinan 
lokal, fashion, furniture, 
hingga souvenir.

SULTENG RAYA — 
Dalam rangka memperin-
gati Hari Amal Bhakti (HAB) 
ke-80 Kementerian Agama 
Republik Indonesia, Kan-
tor Wilayah Kementerian 
Agama (Kanwil Kemenag) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
menggelar ziarah dan tabur 
bunga di Taman Makam 
Pahlawan (TMP), Jumat 
(2/1/2026).

Upacara ziarah berlangs-
ung khidmat dan dipimpin 
langsung oleh Kepala Kan-
wil Kemenag Sulteng, Dr. 
H. Junaidin, S.Ag., M.A. 
Kegiatan diawali dengan 
upacara penghormatan di 
TMP, dilanjutkan dengan 
tabur bunga sebagai simbol 
penghormatan dan doa ke-
pada para pahlawan yang 
telah gugur.

Selain berziarah ke TMP, 
rombongan Kanwil Ke-
menag Sulteng juga men-
gunjungi makam sejumlah 
tokoh penting yang memi-
liki kontribusi besar bagi 
kehidupan keagamaan dan 
pendidikan di Sulawesi Ten-
gah. Di antaranya Makam 
Pendiri Perguruan Islam 
Alkhairaat, Guru Tua (Ha-
bib Sayid Idrus bin Salim 
Aljufri), serta makam man-
tan Kepala Kanwil Kemenag 
Sulteng yang telah wafat.

Kepala Kanwil Kemenag 
Sulteng, Dr. H. Junaidin, 
mengatakan kegiatan ziarah 
ini merupakan bentuk peng-
hormatan sekaligus refl eksi 
atas jasa para pahlawan dan 
tokoh agama yang telah 
berjasa membangun bangsa 
dan pelayanan keagamaan 

di daerah.
“Ziarah ini adalah bentuk 

penghormatan dan refl eksi 
kita dalam mengenang jasa 
para pahlawan kemerde-
kaan, serta menghadirkan 
kembali memori perjuangan 
para tokoh agama, pendidik, 
dan pimpinan Kemenag 
yang telah meletakkan pon-
dasi pelayanan keagamaan 
di Sulawesi Tengah. Se-
moga warisan keteladanan 
mereka terus menginspirasi 
kita dalam mengabdi,” ujar 
Junaidin.

Ia menambahkan, kegi-
atan ini sejalan dengan tema 
HAB ke-80 Kementerian 
Agama, yakni “Umat Ru-
kun dan Sinergi, Indonesia 
Damai dan Maju,” yang 
menekankan pentingnya 
penguatan kerukunan umat 
beragama, sinergi antar lem-
baga, serta komitmen Keme-
nag dalam menghadirkan 
pelayanan publik yang be-
rintegritas. 

Sebagai informasi, upaca-
ra puncak peringatan Hari 
Amal Bhakti ke-80 Kemen-
terian Agama akan dilaksa-
nakan pada Sabtu, 3 Januari 
2026, bertempat di halaman 
Kantor Wilayah Kementeri-
an Agama Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kegiatan ziarah 
tersebut diikuti oleh pejabat 
administrator Kanwil Keme-
nag Sulteng, Kepala Kantor 
Kemenag Kota Palu, Apa-
ratur Sipil Negara (ASN) 
di lingkungan Kanwil dan 
Kemenag Kota Palu, serta 
anggota Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kemenag 
Sulawesi Tengah. *ENG

S U L T E N G  R A Y A - 
Wali Kota Palu, Hadianto 
Rasyid, secara simbolis 
menyerahkan dua unit 
mobil operasional kepada 
Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) Kota Palu dan 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Palu, pada Ju-
mat (2/1/2026) di halaman 
Kantor Wali Kota Palu.

Penyerahan kendaraan 
operasional tersebut me-
rupakan bentuk dukungan 
nyata Pemerintah Kota 
Palu terhadap kelanca-
ran tugas penyelenggara 
dan pengawas pemilu di 
daerah, khususnya dalam 
menunjang mobilitas dan 
koordinasi di lapangan.

Wali  Kota Hadianto 
menyampaikan bahwa ke-
beradaan mobil operasio-
nal ini diharapkan dapat 
memperkuat kinerja Ba-
waslu dan KPU, sekaligus 

SULTENG RAYA- Me-
nutup rangkaian kegiatan 
akademik dan kelembagaan 
tahun 2025, Universitas Ta-
dulako (Untad) melaksa-
nakan pelantikan pejabat 
baru, pengambilan sumpah 
jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), serta serah terima 

jabatan di lingkungan uni-
versitas. Kegiatan tersebut 
berlangsung di Media Cen-
ter Untad Lantai III, Rabu 
(31/12/2025).

Pelantikan meliputi pen-
gangkatan Prof. Dr. Ir. I Wa-
yan Sutapa, M.Eng. sebagai 
Direktur Program Pascasar-

jana Universitas Tadulako 
masa jabatan 2025–2027. 
Pada kesempatan yang 
sama, juga dilakukan serah 
terima jabatan Dekan Fakul-
tas Kehutanan dari Prof. Dr. 
Golar, S.Hut., M.Si. kepada 
Prof. Dr.sc.agr. Yusran, S.P., 
M.P. sebagai dekan periode 

2025–2027.
Rangkaian acara diawali 

dengan pengambilan sum-
pah jabatan PNS yang di-
pimpin langsung oleh Rek-
tor Universitas Tadulako, 
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T 
Prosesi tersebut disaksikan 
Ketua Senat Universitas 

Tadulako, Prof. Dr. Djayani 
Nurdin, S.E., M.Si., serta 
Ketua Dewan Pertimbangan 
Untad, Prof. Ir. Zainuddin, 
Ph.D.

Usai pelantikan Direktur 
Program Pascasarjana dan 
serah terima jabatan De-
kan Fakultas Kehutanan, 

REKTOR Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pejabat di Media Center Untad Lantai III, Rabu 
(31/12/2025). FOTO: HUMAS

Tutup Tahun 2025, Universitas Tadulako Lantik Pejabat Baru

KEPALA Kanwil Kemenag Sulteng, Dr. H. Junaidin, S.Ag., M.A 
menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP), Jumat 
(2/1/2026). FOTO: HUMAS

Peringati HAB ke-80, 
Kanwil Kemenag Sulteng Ziarah 

dan Tabur Bunga di TMP

kegiatan dilanjutkan pada 
pukul 14.00 WITA dengan 
pelantikan pejabat struktu-
ral lainnya. 

Rektor melantik Prof. Dr. 
I Wayan Sudarsana, S.Si., 
M.Si. sebagai Wakil Direk-
tur Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Program 
Pascasarjana Untad, serta 
Prof. Dr. Muhtar Lutfi , S.E., 
M.Si. sebagai Wakil Direktur 
Bidang Keuangan Program 
Pascasarjana Untad untuk 
periode 2025–2027.

Selain itu, jajaran pim-
pinan Fakultas Kehutanan 
Universitas Tadulako turut 
dilantik, yakni Dr. Sudir-
man Dg. Massiri, S.Hut., 
M.Sc. sebagai Wakil Dekan 
Bidang Akademik, Dr. Ir. 
Hendra Pribadi, S.P., M.P. 
sebagai Wakil Dekan Bidang 
Keuangan dan Umum, serta 
Dr. Moh. Ihsan, S.Hut., M.Si. 
sebagai Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan dan Alum-
ni periode 2025–2027.

Dalam sambutannya, Rek-
tor Universitas Tadulako 
menegaskan bahwa uni-
versitas merupakan rumah 
bersama yang harus dijaga, 
dirawat, dan dikembangkan 
secara kolektif oleh seluruh 
sivitas akademika. Ia me-
nekankan bahwa jabatan 
struktural bukan sekadar 

posisi administratif, melain-
kan amanah kepemimpinan 
yang menuntut kolaborasi, 
keteladanan, dan kemam-
puan beradaptasi terhadap 
dinamika kebijakan pendi-
dikan tinggi.

Rektor juga menyinggung 
sejumlah agenda strategis, 
di antaranya penguatan tata 
kelola teknologi informasi 
melalui Sistem Informasi 
Global Akses (SIGA 8), per-
cepatan penyelesaian nilai 
akademik mahasiswa, serta 
konsistensi dalam menjaga 
mutu akademik. Langkah 
tersebut dinilai menjadi 
fondasi penting dalam men-
dorong pencapaian akre-
ditasi unggul hingga akre-
ditasi internasional, baik 
pada tingkat program studi 
maupun institusi.

Pada kesempatan itu, Rek-
tor menyampaikan apresiasi 
kepada para pejabat lama 
atas dedikasi dan pengab-
dian yang telah diberikan. 
Kepada pejabat yang baru 
dilantik, ia berpesan agar 
senantiasa sigap, adaptif, 
dan cermat dalam men-
yikapi dinamika regulasi 
kementerian, guna menjaga 
stabilitas, kredibilitas, dan 
reputasi Universitas Tadula-
ko sebagai perguruan tinggi 
negeri yang unggul.*ENG

WALI Kota Palu meresmikan New Baruga sebagai toko produk IKM Kota Palu, Jumat (2/1/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Pemkot Palu Resmikan 
Baruga dan Toko Oleh-oleh

SULTENG RAYA– 
Wali Kota Palu, 
Hadianto Rasyid 
didampingi Sekreta-
ris Daerah Kota Palu, 
Irmayanti Pettalolo, 
bersama pejabat ter-
kait lainnya, secara 
simbolis meresmikan 
penggunaan Gedung 
Baruga Lapangan 
Vatulemo, Kota 
Palu, pada Jumat 
(2/1/2026).

Adapun lantai ketiga di-
siapkan sebagai walking 
space yang terbuka untuk 
umum dan dapat dimanfaat-
kan sebagai ruang kegiatan 
komunitas, pameran, hingga 
berbagai aktivitas kreatif 
lainnya. 

Selain itu, area rooftop 
juga dimanfaatkan sebagai 
ruang santai bagi pengun-
jung. Menambah daya tarik 
gedung, turut hadir brand 
kopi ternama Kopi Kenan-
gan yang beroperasi di lantai 

dua. 
Kehadiran tenant terse-

but diharapkan mampu 
meningkatkan kunjungan 
masyarakat sekaligus meng-
hidupkan kawasan Gedung 
Baruga.

Wal i  Kota  Hadianto 
menyampaikan bahwa Ge-
dung Baruga diharapkan 
menjadi ruang pemantik 
lahirnya lebih banyak pro-
duk lokal berkualitas.

"Gedung Baruga akan 
menjadi embrio atau pe-

mantik bagi produk-produk 
lokal di luar sana,” ungkap 
Wali Kota.

Menurut wali kota, Ge-
dung Baruga tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat 
menjajakan produk, tetapi 
juga sebagai ruang pembi-
naan dan penguatan usaha 
bagi pelaku UMKM dan 
IKM.

"Silakan ke inkubator bis-
nis yang ada di Gedung 
Baruga ini bagi masyarakat 
yang ingin mendapatkan 

modal usaha, yang ingin 
mendapatkan suport pemer-
intah, baik itu UMK maupun 
IKM,” ujar Wali Kota.

Dengan beroperasinya 
Gedung Baruga sebagai 
etalase produk lokal sekali-
gus inkubator bisnis, Peme-
rintah Kota Palu berharap 
pelaku UMKM semakin mu-
dah memasarkan produk, 
memperluas jaringan usaha, 
serta memberikan dampak 
nyata terhadap pertum-
buhan ekonomi daerah. ABS

PENYERAHAN kendaraan operasional antara Pemkot Palu ke Bawaslu dan KPU Palu, Jumat 
(02/01/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Bawaslu-KPU Terima 2 Mobil Dinas dari Pemkot Palu

meningkatkan kualitas pe-
layanan kepada masyara-
kat dalam setiap tahapan 
demokrasi.

Kepala Bawaslu Kota 
Palu, Agussalim Wahid, 
menyampaikan apresia-

si dan rasa terima kasih 
kepada Pemerintah Kota 
Palu atas bantuan yang di-
berikan. 

"Terima kasih kepada 
Pemkot Palu atas dukun-
gan dalam bentuk bantuan 

mobil operasional,” ungkap 
Agussalim.

Ia menambahkan bahwa 
selama ini Bawaslu Kota 
Palu menghadapi keter-
batasan sarana transportasi 
dalam menjalankan tugas 

pengawasan di lapangan.
"Selama ini Bawaslu me-

mang kekurangan kenda-
raan operasional, sehingga 
bantuan ini sangat mem-
bantu dalam menunjang 
tugas kami di lapangan,” 
ujarnya.

Pemerintah Kota Palu 
menegaskan bahwa du-
kungan tersebut merupa-
kan bagian dari komitmen 
bersama untuk memasti-
kan seluruh tahapan de-
mokrasi di Kota Palu dapat 
berjalan dengan lancar, 
tertib, dan transparan.

Prosesi penyerahan ber-
langsung secara sederha-
na dan khidmat, ditandai 
dengan serah terima kunci 
kendaraan serta penanda-
tanganan berita acara, yang 
disaksikan oleh jajaran 
pemerintah daerah serta 
perwakilan dari Bawaslu 
dan KPU Kota Palu. ABS


